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MOTTO

" Perbedhan yang akan terjadi, kelika perempuan sicmpunyai ruang polilik yang
same luasaya dengan lukiloki adbleh mercka akon mengubah hakckat kekuasaan

bukan kckuasaan yang skan menguboh hakckat perempuan '™

! Bella a‘zbug dalam azza karam perempuian di parlemen bukan sekedaer jumiah bukan sekedar
hiasan, YJP dan IDEA |, Jakarta 1999 hal.117
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BABI
PENDAHULUAN

L.1 Alasan Pemilihan Judul

Jumiah penduduk perempuan di Indonesia tahun 2000 menurut sensus Biro
Pusat Statistik (BPS) adalah 101.625.816 atau sekitar 51% dari jumiah seluruh
jumlah penduduk Indonesia' Namun jumlah besar tersebut tidak tercermin dalam
Jumlah perempuan yang duduk di lembaga pengambilan keputusan politik di
Indonesia, seperti tampak pada tabel dibawah ini:

TABEL I
JUMLAH PEREMPUAN DI DPR

m'ia DPR Perempuan Jumlah Angeota | Prosentase
1992-1997 | 6 500 (TR V2% NN

O 1997-1999 54 | 500 | 10,5 %
1999-2004 45 ; 500 | 9 %

Sumber- jumal perempuan no 19 Jakarta, 2001, hal 19
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa dari segi jumlah keterwakilan perempuan di
Indonesia sangatiah rendah. Keadaan imi berakibat pada kepentingan perempuan
tidak dapat terwujud dalam suatu kebijakan dan merupakan penafikan keberadaan
perempuan sebagal warga negara Indonesia. Terdapat beberapa contoh kebijakan
yang merugikan perempuan vaitu: UU perkawinan no 1 tahun 1974, dalam UU
ini telah mendudukan suami sebagai kepala rumah tangga vang wajib memberi
nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangpa yang wajib mengurus rumah tangga,
kenyataan i semakin mendudukan perempuan sebagai pihak vang dikuasai,
dalam UU 1m juga memberikan hak suami untuk melakukan polipami hanya
dengan alasan reproduksi dari istri’

Penegakan hak-hak terhadap perempuan telah lama diakui tidak hanva di
Indonesia tetapi juga dalam dunia Internasional, yaitu PBB melalui Convention Of

' Ani W Soetjipto, Affirmatif Action untuk Perempuan di Parlemen, dalam Panduan Parlemen
Indonesia. Yayasan API Indonesia, Jakarta 2001, hal 23)

* Rahmat Safaat , Penegakan IIAM, Perlindungan perempuan dan Judicial Review, dalam makalah
seminar ilmiah PNMHIL, UNATR, ckiober 2000, hal 3

S
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Id

The Eliminarion Of All Forms Discrimination Againt Women (CEDAW) tahun
1979, yang memuat bahwa tindakan disknminasi terhadap perempuan merupakan
tindakan pelanggaran terhadap azas-azas persamaan hak dan rasa hormat terhadap
martabat manusia, disamping itu diskriminasi juga dianggap sebagai penghambat
bagi keikutsertaan perempuan yang didasarkan pada persamaan derajat dengan
laki-laki baik dalam bidang politik. sosial, ckonomi’ Hukum di Indonesia pun
telah menjamin hak-hak politik perempuan melalui UL no 68 tahun 1958, yang
memuat sebagai berikut’:

I. Wanita mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam semua pemilihan
dengan syarat-syarat sama dengan pria tanpa suatu diskriminasi (pasal 1)

2. Wanita akan dapat dipilih untuk pemilihan dalam semua badan-badan
pilihan umum yang didirikan oleh nasional dengan svarat-syarat yang sama
dengan pria Tanpa suatu diskriminasi (pasal 2)

Wanita akan mempunyai hak untuk menjabat jabatan umum dan
menjalankan semua lugas-tugas umum yang ditetapkan oleh hukum nasional
dengan syarat-svarat sama dengan pria tanpa suatu diskriminasi.

g

Dalam CEDAW juga meletakkan kewajiban kepada negara peserta konvensi
untuk melakukan ratifikas1 terhadap konvensi ftersebut. dan Indonesia
meratifikasinya melalui UU no 7 tahun 1984 yang memuat hal-hal sebagai
berikut™:
I. Jamnan persamaan hak untuk dipilih dan memilih
2. Jaminan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan
implementasinya
3, Memegang jabatan dalam pemenntahan dan melaksanakan segala fungsi
pemernntah disemua tingkatan
4. DBerpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan
5. Berpartisipasi dalam perkumpulan nonpemerintahan vang berhubungan
dengan kehidupan masvarakat dan politik negara

Namun ketentuan hukum tersebut dalam pelaksanaannnya tidak sesuai
dengan kenyataan, hal ini dapat dilihat bahwa keterlibatan perempuan dalam

politik masih rendah. Beberapa hal yang memjadikan perempuan harus masuk

* Rahayu, Kepedulian Hukum Internasional Terhadap Penegakan Hak Azasi Wanita, dalam Tapi
omas Thromi et al (ed), Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Alumni Bandung, 2000,
hal 291

! Ani W S Hak-hak Politik Perempuan Indonesia Refleksi peluang diera Reformasi | dalam Tapi
O 1 et al (ed), Alumni Bandung, 2000, hal 291

* Ibid hal 292
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dalam politik adalah menyangkut, pertama dilihat dari segi jumlah perempuan
lebih banyak dari laki-laki, namun mereka tidak terwakili dalam lembaga-lembaga
pengambilan keputusan. Perempuan memiliki kepentingan yang amat spesifik
diberbagai bidang kehidupan vang barangkali tidak akan dapat dirumuskan
dengan baik oleh laki-laki. Kedua perempuan telah lama berkecimpung dalam
segala bidang, pengalaman perempuan merupakan aset besar dan bisa menjadi
kontribusi positif bagi perumusan kebijakan yang diambil. Ketiga, pembangunan
manusia Seluruhnya tidak akan pernah tercapai tanpa keterlibatan efektif dari
seluruh rakyat baik laki-laki maupun perempuan tanpa terkecuali® Namun untuk
mewnjudkan meningkatnya keterwakilan politik perempuan terdapat beberapa
hambatan yang mengakibatkan perempuan jarang terlibat dalam dunia politik,
hambatan terscbut antara lain: pertama Kultur yang ada di Indonecsia pada
umumnya menempatkan perempuan sebagai satu-satunya pihak vang bertanggung
jawab terhadap proses mengandung, melahirkan, menyusui. Schingga beban yang
berat tersebut memposisikan perempuan lebih banyak didalam rumah, hal ini akan
menghambat perempuan untuk aktif di dunia politik. Kedua adalah hambatan
teologis (penafsiran agama). Dalam waktu vang lama perempuan dipandang
sebagai makhluk yang di cipta untuk mendampingi laki-laki. Ketiga, hambatan
sosial budaya, terutama dalam bentuk stereorype ?pandangan ini melihat
perempuan sebagal makhluk yang pasif, lemah, perasa, tergantung, dan menenma
keadaan Sebaliknya laki-laki dinilai sebagai makhluk aktif, kuat, cerdas. dan
sebagainya. Pandangan ini secara sosio-kultural menempatkan laki-laki lebih
tinggi derajatnya dibanding perempuan. Keempat, hambatan sikap pandang_
hambatan mi antara lain bisa dimunculkan oleh pandangan dikotomis® diantara
tugas perempuan dan laki-laki., perempuan dinilai sebagai “makhluk  dalam
rumah”, sedangkan laki-laki sechagai “makhluk luar rumah”. Kelima, hambatan
historis, kurangnva nama perempuan dalam sejarah di masa lalu juga dipakai

" Budhi Shanti. Kuota Perempuan di Parlemen Jalan Menuju Kesetaraan Politik, dalam jurnal
Eerempuan. no 19, Jakarta 2001 hal 8

Prasangka subjektil’ dan tidak tepat masyarakat terhadap sesuatu, Kamus besar hahasa
Indonesia Balai Pustaka dan DEPDIEBUD, Jakarta 1989 hal 850
* Pembagian dalam dua kelompok vang saling bertentangan | op.cit Kamus besar bahasa Indonesia
hal 2035
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untuk membenarkan ketidak mampuan perempuan untuk berkiprah sebagaimana
laki-laki. Adanya hambatan —hambatan tersebut sangat merugikan perempuan dan
memposisikan perempuan tidak setara dengan laki-laki dalam politik, uniuk
mengatasi  hambatan-hambatan  tersebut  diperlukan  upaya-upaya yvang
menyeluruh batk dan sepi aturan-aturan dan pemerintah vang berupa produk
hukum, ataupun dengan pendekatan secara kultural terhadap masvarakat
Indonesia. Melihat kondisi rendahnya keterwakilan perempuan dilembaga
Lemslatif, maka perempuan-perempuan Indonesia mulai  membangun
kebersamaan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisa dan mencari jalan
keluar dan kondisi rendahnya keterwakilan perempuan dilembaga Legislatif dan
melakukan upaya-upaya nvata puna mengalasi permasalahan tersehbut. Maka
memunculkan beberapa kelompok-kelompok perempuan yang dikenal dengan
gerakan perempuan, yang berfungsi sebagai kelompok kontrol dan penekan
terhadap pemerintah dan mempunyai kompetensi terhadap permasalahan
perempuan berupaya untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan
dilembaga Legislanf yang sclama imi kurang merepresentasikan keberadaan
perempuan sebagal warga negara. Berdasar dan semua uraian yang felah
dikemukakan di atas, maka penulis memutuskan untuk mengambil judul:
*Upaya Gerakan Perempuan Indonesia untuk Meningkatkan Jumlah

Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif.,”

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Suatu tulisan ilmiah harus memiliki batasan jangkavan dan kajian.
Tujuannya adalah agar analisa dapat terarah schingga permasalahan lebih mudah
dipahami. Pembatasan masalah berguna agar tulisan tetap berada pada koridor
vang telah digariskan. Dengan demikian pembahasan yang dilakukan akan tetap
mengacu pada judul yang telah di tetapkan pembatasan, sehingga analisa vang
tajam akan di peroleh yang pada mlirannya dapat meningkatkan bobot ilmiah
sebuah penulisan.

Menurut Sutrisno Hadi

Bahwa sekali pokok persoalan di tetapkan,maka langkah selanjutnya yang
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perlu dilakukan adalah membatasi luasnya dan memberikan formulasi-
formulasi yasng tegas terhadap pokok persoalan itu. Bagi penyelidik
sendiri penegasan batas-batas ini akan menjadi pedoman kerja. dan bagi
orang lain kepada siapa laporan riset disajikan atau diserahkan, penegasan
selalu berfungsi untuk mcncbgah timbulnya kencuhan pendapat dan
kekaburan persoalan orpanisasi’

Batasan yang penulis dalam analisa terbagi menjadi dua ,yaitu pembatasan materi

dan pembatasan waktu.

L2.1. Pembatasan materi

Menyangkut peran perempuan dalam bidang politik yang khususnya
mengenai keterwakilan dalam lembaga legislatif menganalisis upaya gerakan
perempuan Indonesia dalam meningkatan jumlah keterwakilan perempuan yang
selama ini kurang merepresentasikan keberadaan perempuan Indonesia, schingga
apa yang menjadi kepentingannya tidak tercakup dalam pembuatan keputusan.
L2.2. Pembatasan Wakitu

Yakn mengenai keterwakilam perempuan Indionesia di lembaga legislatif
dari kurun waktu Pemilu tahun 1999 sampai dengani§ februari 2003 karena pada
Pemilu 1999 keterwakilan perempuan dilembaga Legislatif mengalami penurunan
dan Pemilu sebelumnya, schingga dilontarkan wacana tentang affirmarif action
dengan sistem kuota dan wacana tersebut terus berkembang hingga 18 februari
2003 saat RUU Pemilu yang memuat kebijakan 30 % perempuan harus duduk di
Lemslanf telah disetupm DPR sebagai Undang-1/ndang Pemilu.
1.3 Rumusan permasalahan

Problematika yang muncul merupakan dimulainya proses pembahasan
guna mencari kesimpulan dari suatu persolan. Dengan demikian persoalan itulah
vang menjadi akar penelitan untuk memecahkan suatu kasus. Winarno
Surachmat mengatakan bahwa:

Problematika adalah setiap kesulitan vang mengerakan manusia untuk
memecahkannya. Masalah harus dirasakan sebagai rintangan vang mesti

" Sutrisno Hadi ,Metodologi research field study thesis and disertasi Fakultas Psikologi
LOM., Yogyakara, 1986 hal-8
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dilalu atau dengan jalan mengatasinya, karena apabila kita berjalan terus

masalah akan menampakkan dini sebagai suatu tantangan'”

Dengan demikian permasalahan adalah kesulitan yang dimaknai sebagai
arah suatu pembahasan kritis, Permasalahan menggugah kesadaran penulis untuk
mencari jawaban-jawaban yang tepat dan akurat akan diperoleh apabila didukung

data-data obyektil’ yang memadai.

Mimimnya jumlah perempuan di Indonesia yang ada dilembaga Legislatif

merupakan suatu realita bahwa perempuan dibidang politik keberadaannya masih
belum mendapat tempat. Perempuan terpinggirkan dari kehidupan politik. hal ini
berakibat pada tidak terwakilinya kepentingan perempuan Indonesia Dengan
demikian segala kebijakan yang ada sangat menafikaan keberadaan perempuan
sebagal warga negara Indonesia.

Dan paparan yang telah diberikan, maka permasalahan yang akan dikaji
adalah: Bagaimana wupaya Gerakan Perempuan Indonesia untuk

meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan dilembaga legislatif 2.

1.4. Kerangka konsep dan teori

Kerangka dasar teori adalah hal vang sangat diperlukan dalam penulisan
dalam scbuah karya ilmiah. Fungsinya umtuk menjelaskan problematika dan
menghindan pembiasan, serta membuat hipotesis. Kerangka dasar teori
merupakan pedoman untuk bertindak dalam proses pengujian data dan
menganalisis permasalahan yang ada Teon yang komprehensif akan berguna
dalam menghasilkan solusi vang tepat atas suatu masalah
L.4.1. Konsep Feminisme

Penulis menggunakan konsep feminisme karena substansi yang paling
hakiki dari isme lersebut adalah adanya pemahaman bahwa ada diskriminasi
terhadap perempuan akibat konstruksi gender vang tidak adil. Tindakan yang
diskriminatif akan mengakibatkan kepentingan-kepentingan perempuan tidak
menjadh perhatian dalam negara. Denpan demikian kepentingan mereka kurang

teraktualisasi dalam suatu negara.

" Winamo Surachmat Pengantar Metodoilogi Ilman tarsilo, Bandung 1975 hal:23
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Feminisme adalah salah satu tinjauan aktual dalam studi hubungan
internasional, Perspektif alternatif ini menawarkan wawasan baru dalam mengkaji
relasi antar negara. Terdapat [aktor lain dalam arena internasional seperti
organisasi inteernasional, terorisme internasional, NGO dan lain-lain.Selain itu
pula di perkenalkan kapan femimisme internasional yvang kritik utamanya dalam
proporsi hubungan internasional diasumsikan sebagai “kedaulatan laki-laki”
(kekuasaan laki-laki). Sehingga kondisi yang demikian mencerminkan
“kemaskulinan abstrak™ yang dibangun atas dasar kebutuhan akan adanya
kemungkman keterkattan dengan pihak lain, termasuk didalamnya parempuﬂn' 2
Konsekuenst  posist  demikian tidak memben  kontribusi  positif  bagm
pengembangan studi mengenal perempuan ataupun perimbangan konstruksi atas
dasar gender.

Asumsi-asumsl Pemimisme seperti vang diungkapkan oleh Arie Indra
Chandra adalah sebagai berikut'™:

I. Gagasan hakiki femimisme adalah persamaan antara laki-laki dan perempuan
sesual  kodratnya sebagai manusia yang bebas sehingga mampu
mengarahkan dirinya sesuai tujuan yang telah dipilihnya .

2. Dalam mengarahkan dirinya mereka berpatokan pada persamaan atau
kesctaraan schingga oplimahisasi pencapaian tujuan berjalan baik tanpa
adanya kendala vang tidak adil.

Teontisi femims internasional lainnnya yaitu Cristine Sylvester mengungkapkan
bahwa selavaknya diperluas kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi
dalam kancah pohttik  npasional maupun internasional. Misalnya dengan
melibatkan perdamaian daerah konflik. arena, militer, organisasi internasional dan
lain-lain'’ Dasar pemikiran teori femims seperti vang dikemukakan oleh Kamla
Bhasin dan Nighat Said Khan yaitu adanya suvatu kesadaraan akan adanya
pemindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, ditempat kerja

maupun rumah tangga serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki

" James Duugherty & Robert platzgraff jr. Contending Theary Of International relation
.acomprehensif survey, 4 th edition Longman Newvyork 1997 hal-49

* Arie Indra Chandra perspektif feminisme dalam studi hubungan Tnternasional ,suatu pemnjelasan
konseptual awal dalam Andre H pariera (ed) Perubahan Global dan perkembangan studi hubungan
International | Citra Aditya Bakti \Bandung 1999 hal 196

" Ibid, hal: 198
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untuk mengubah keadaan tersebut'”,

Femimsme di tujukan untuk melakukan suatu perubahan yang dimulai dari
hal yang sifatnya sangat normatif. Bukan hal vang mudah untuk merombak
kemapanan yang telah berurat akar dalam keseharian kita. Perempuan harus
chlibatkan dalam proses polittk sehingpa tidak lagi sebagai orang marjinal.
Pandangan politk wvang berperspektif perempuan jangan dimaknai sebagai
ancaman. Teon feminisme menckankan bahwa adanva kesetaraan antara
perempuan dan laki-laki dalam berbagai idang, makna scbenarnva dan
feminisme adalah upava perempuan untuk di berikan peluang ( kesempatan).

Selain itu teon ferminis yang pada khususnya berkembang di negara dunia
ketiga menyediakan dasar yang penting bagi pengembangan strategi untuk ganti
rugi pelecehan hak-hak perempuan. Guna menmingkatkan posisi perempuan
kiranya teoti feminis diaplikasikan dalam hukum internasional. Mengingat teori
legal feminis pada umumnya mengawali kajiannya pada fakta terjadinya
subordinasi dan tckanan atas perempuan, dan mereka mengevaluasi peranan
hukum secara aktual beserta sumbangannya untuk membongkar penindasan itu"

Hubungan internasional bukan semata masalah kekuasaan dan lupa pada
persolan HAM dan moralitas. Perempuan juga adalah bagian penting didalamnya,
pada saat ini gerak dimensi gender sangat relevan untuk dianalisa dalam hubungan
dengan peraan negara dan aktor lain nonnegara yvang mempromosikan masalah
gender ini. Untuk memperbaiki peran perempuan maka diperlukan reposisi
(penataan kembali) dan reorientasi (penetapan tujuan ulang) perempuan itu
sendiri. Hal 1tu bisa dilakukan dalam bidang ekonomi, politik, sosial budava dan
lain-lain. Dengan demikian domain vang bisa dirambah oleh perempuan guna
memperbaiki dan meningkatkan posisinya akan semakin luas. Organisasi
mternasional memiliki kepedulian yang besar akan masalah perempuan, misalnya
dengan memasukkan kepentingan perempuan dalam hukum internasional.

kebijakan pembangunan dan kebijakan nasional untuk masing-masing

** Kamla bhasin dan nighat said khan persoalan pokok mengenai feminisme dan relevansinya
JGramedia pustaka tama , Jakartal995 hal 5

"N Lacey, Legislation sex discrimination ‘question from & ferminist perspektit journal of law and
soctety ,Cambridge University press Newyork 1997 hal 183
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angparannya.

Feminisme sebagai suatu konsep menjadi relevan dengan topik yang
penulis pilih, vaitu rendahnya keterwakilan perempuan Indonesia dalam lembaga
legislatil. Rendahnya keterwakilan perempuan dipengaruhi oleh sistem negara
yang masih bersifat “patriarki”. Perempuan dipandang sebagai warpa negara
nomor dua, setelah laki-laki. Segala bentuk kepentingan perempuan tidak menjadi
agenda nasional maupun internasional, hal 1ni salah satu penyebabnva yaitu tidak
seimbangnya mercka yang dapat dan sesuai proporsinya untuk menyuarakan
kepentingan perempuan menjadi suatu bentuk kebijakan. Kesempatan vang
diberikan kepada perempuan untuk berkiprah dalam bidang politik masih
mendapat tantangan dari berbagai pihak baik dari internal perempuan sendin
maupun tantangan yang berasal dari luar Disini diperlukan peranan kelompok
atau gerakan perempuan yang mempunyai kompetensi terhadap permasalahan
perempuan untuk melakukan kontrol dan tekanan terhadap negara atau elemen
lain untuk mendesakkan adanva suatu bentuk undang-undang untuk meningkatkan
keterwakilan perempuan di lembaga Legislatif,

L.4.2. Teori partisipasi

Secara umum partisipasi politik dapat diartikan sebapai keikut sertaan
wargancgara dalam menentukan segala bentuk keputusan vang menyangkut atau
mempengaruhi hidupnya'®,

Ishordini suyanto menvatakan bahwa partisipasi politik dalam pengertian
umum adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara
aktil” dalam keliduan politik kegiatan ini dapat berupa pemberian suara dalam
pemilu atau menjadi anggota suatu partai atau 5ebagainya”.

Sementara Samuel P huntington dan John M Nelson melihat
partisipasi politik secbagai kegiatan warganegara vang bertindak schagai pribadi-
pribadi dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah Dan

bila melihat cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Partisipasi

'* Ramlan surbakti Memahami ilmu politik, PT Gramedia widia sarasna Indonesia

Jakarta, 1992, hal: 140



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

10

dapat dilakukan secara spontan, berkesinambungan maupun sporadis, secara
damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. ™

Darn beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik
adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang sebagai wargancgara untuk ikut
seria secara aktif dalam proses pembentukan kebijakan umum dengan tujuan
mempengaruhi keputusan pemerintah sclaku pembuat keputusan dan pelaksana
keputusan, Partisipasi schapai kegiatan dibedakan memjadi partisipasi aktif dan
pasif’’. Yang termasuk kategori partisipasdi aktif misalnya mengajukan pendapat
suatu kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan
kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, scbaliknya partisipasi pasif
terwujud dalam kegiatan yang menaati pemenntah, menerima dan melaksanakan
kegiatan saja terhadap setiap keputusan pemerintah™ . Dalam teori ini menekankan
bahwa adanya upava dan perempuan untuk 1kut serta secara aktif dalam polmik
dan ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah agar memihak
kepada kepentingan perempuan.

Upava gerakan perempuan Indonesia untuk meningkatkan jumlah
keterwakilan perempuan dilembaga Legslatif merupakan partisipasi akuf. Upaya
ini merupakan suatu usaha untuk mendesakkan kepada pemerintah untuk memben
kesempatan kepada perempuan uniuk masuk kedalam politik. Diharapkan dengan
diberikannya kesempatan dengan penambahan jumlah perempuan akan
mempengaruhi  kebijakan yang dibuat pemenintah yang selama ini kurang
memperhatikan perempuan.

L5 Hipotesis
Hipotesis disusun untuk memberikan jawaban yang dalam analisa lebih

lanjut akan dibuktikan kebenarannya Dalam prosesnya kemudian hipotesa akan

"7 Ishordini suyanto  peranan sosialisasi politik perempuan terhadap partisipasi politik perempuan
dalam kajian perempuan dalam pembangunan T O Thromi (ed), Yavasan Obor Indonesia
Jakarta, 1995, hal:491]

" Samuel p Auntington dan Joan Nelson Partisipasi politik di negara berkembang Rineka cipta
JJakarta 1990 hal:4

" Ramlan surbakti op.cil hal 142

! Sali susiana , faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan anggota DPR | dalam Perempuan
Indonesia menyongsong abad 21, kajian tentang kedudukan dan peran dalam pembangunan, Pusat
Pengkajian dan Pelayanan informasi SEKJEN DPR RI 2000, hal 56
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diverifikasi untuk mendapatkan kesimpulan vang sebenamya. Hipotesa diperlukan
untuk menemukan alternatif darn berbagai macam dugaan yang mendekati
kebenaran.

Menurut Prof .Dr Winarno surachmat: Hipotesis merupakan formula
Jjawaban sementara vang bertindak sebagai pembimbing sementara dalam
guna menemuka jawaban yang benar.Hipotesa tidak harus memberikan
Jawaban yang benar karena harus di venfikasi terlebih dahulu riset namun
diharapkan menjadi jawaban yang benar’' .

Dalam hal im1 maka hipotesa atau jawaban sementara dari permasalahan

diatas adalah "Bahwa Gerakan perempuan Indonesia berupaya mengatasi
masalahk rendahnya keterwakilan perempuan Indonesia dalam lembaga
legisiatif melalui kebijukan politik yang dapar menjamin peluang terhadap
perempuan untuk berpartisipasi akiif daiam pengambilan keputusan”.

.6 Metode penelitian

Metode penehitian harus dipakai dalam penulisan karya ilmiah guna
memperoleh tulisan yang bermutu sesual denga kaidah keilmuan, Penelitian vang
dilakukan bertujuan untuk mengangkal fenomena yang terjadi. Agar fenomena
tersebut dapat dipahami dengan baik maka peneliti harus mengkaitkan fenomena
yang satu dengan yang lamnya sesuai kerangka metode penelitian yang
baku.Dukungan data yang lengkap dan akurat akan mendukung proses analisa
sehingga karya ilmiah yang baik dapat dihasilkan.

Menurul The Liang Gie, definisi metode adalah cara atau langkah vang
berulang-ulang schingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan
tentang suatu gejala pada uwjung awalnya ini merupakan langkah untuk
mengumpulkan data-data, sedangkan pada ujung akhirnya merupakan
langkah untuk menerima kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang
dibuat mengenai masalah tersebut™ .

Dalam proses penelitian penulis berangkat dari hipotesa kelanjutannya
hipotesa digunakan sebagai acuan pengumpulan data maupun analisa untuk

menguji kebenaran hipotesa. Dalam proses penelitian menjadi beberapa bagian

vang mencakup:

f‘ Winarno Surachmat op.cit | hal 3%
“ The Liang Gie Imu Politik FISIP UGM, Y ogyakarta 1974 hal: 130
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L6.1 Mctode pengumpulan data

‘I'ehmk vang penulis pilih dalam proses pengumpulan data adalah metode
observasi melalui riset kepustakaan (Library research). Dalam hal m langkah
yang diambil adalah melengkapi literatur yang relevan dengan tujuan penulisan.
Dalam melakukan studi Iiteratur penulis mengumpulkan data dari buku-buku
ilmiah , jurnal, artikel. majalah dan lain-lam Guna menunjang perolehan data
vang valid dan mencukupi penulis mendatangi beberapa pusat informasi .antara
lain
| Perpustakaan pusat Universitas Jember
2 Perpustakaan FISIP Universitas Jember
3 Perpustakaan CSIS Jakarta
4 Pusat informasi dan data DPR/MPR R1
5, Perpustakaan Menten Negara Pemberdayaan Perempuan
6. Perpustakaan LIPI Jakarta

1.6.2 Metode Analisa Data
Setelah proses pengumpulan data usai, selamjutnya adalah proses analisa
data. Proscs analisa data vang terarah akan menghasilkan kesimpulan vang
obyektil"dan ilmiah.
Drefinisi tentang analisa data, salah satunya dikemukakan oleh The Liang
Gie vaitu schagai berikut:
Segenap rangkaian pembuatan pikiran vang menelaah hal secara
mendalam, terutama mempelajari bagian-bagian suatu kebulatan untuk
mengetahui ciri-cini dari masing-masing bagian hubungan satu sama lain
dan peranannnva keseluruhan vang bulat itu™.
Agar memperoleh hasil peneliian dan analisa vang obyektif .maka penulis
menggunakan cara berpikir induktif.

Definisi mengenai berpikir induktif vaitu berangkat dan penstiwa vang

* Ibid,hal:130
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sifatmya khusus (fakta-fakta) dan kemudian di tarik dalam generalisasi umum 2l
keterkaitan antara cara berpikir induktil dengan masalah rendahnya keterwakilan
perempuan Indonesia dalam lembaga legislatif dengan kebyakan kuota terhadap
perempuan di legislatif merupakan acuan solusi, yang bersifat khusus. Kemudian
kerangka global tadi diterapkan secara umum pada masalah kesetaraan antara

laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

1.7 Pendekatan

Guna mempertajam anahisa diperlukan suatu pendekatan atau approach
yvang mengarahkan penelitian agaar semakin spesifik. Pemilihan pendekatan
sangat berpengaruh pada proses penelitian. Selain berfungsi membantu pemilihan
dan perumusan masalah serta pencarian data yang relevan pendekatan akan
membantu penulis dalam menyvusun hipotesis dan memilih metode penelinan,
Secara sederhana pendekatan dapat diartikan sebagai titik pandang vang dipakai
untuk menjelaskan fenomena tertentu. Delimisi pendekatan menurut Venon van
Dyke vaiu:

Kriteria untuk menyeleksi masalah dan data yang relevan dengan data
vang lam, pendekatan mencakup standart atau tolak ukur vang dipakai untuk
memilih masalah, menentukan data yang akan diteliti serta data mana yang akan
dikesampingkan *".

Pendekatan yang dipakai penulis dalam menganalisa masalah
keterwakilan perempuan Indonesia dalam lembaga legislatif’ vaitu pendekatan
pemberdayaan (the empowerment  approach), pemberdayaan disini merupakan
upava untuk memampukan perempuan vang pada pendekatan im dikatakan bahwa
perubahan struktural terhadap ketimpangan tata kedudukan perempuan dan laki-
laki harus dilakukan perempuan melalun kegatan bersama (collective action) yaitu

melalui kerjasama dengan laki-laki. Pendekatan ini juga menunjukkan suatu

** Mochtar Masoed | ilmu Hubungan Internasional tingkat analisa dan teonisasi, LP3ES Jakaria
1990 hal 32

** Miriam Budiarjo pendekatan-pendekatan dalam itmu politik.dalam jurnal ilmu peliyik

nie 1, Gramedia Jakarta 1986 hal: 13
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proses yvang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat
kemajuan, proses ini mencakup usaha meningkatkan pengusaan terhadap situasi
guna mengatasi ketimpangan struktural®™®. Persamaan penguasaan dibutuhkan
untuk mendapatkan manfaal yang sama bagi perempuan, sehingga diharapkan
perempuan lebih berperan dan lebih terlibat dalam pembangunan baik sebagai
pemanfaal alau sebagai pelaku atau pelaksana pembangunan Pendekatan ini
nantinya diharapkan adanya peran serta dari berbagai pihak dalam mewujudkan
peningkatan keterwakilan perempuan dilembaga Legislatif

* Kerangka kerja pembangunan wanita kantor MENEG UPW, Jakarta. 1996 hal 13
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BABII
PEREMPUAN DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA

2.1 Posisi Perempuan dalam Sistem Politik Indonesia

Dalam sistem poltik Indonesia yang berlaku adalah pembagian kekuasaan
(Distribution of power) sehingga masing-masing kekuasaan antara cksekutif,
legislatif, yudikatif hanya dibagi-bagi dalam arti masih terdapat hubungan satu
sama lain'. Keberadaan perempuan dalam sistem politik Indonesia, di lembaga
legislatif, eksekutif. yudukatif’ dilihat dari segi jumlah sangat rendah. Dalam
lembaga eksekutif perempuan vang menduduki posisi sebagai angpota legislatif
baik di DPR maupun MPR scjak tahun 1977, 1982, 1987. 1992, dan 1997
mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 1999 mengalami penurunan.
Jumlah perempuan yang duduk sebagai anggota DPR relatif’ masih sangat kecil
dibandingkan dengan laki laki, seperti terlihat misalnya pada tahun 1997 dan 1999
keterwakilan perempuan hanya 11.6 % dan 8.82 % dan pada laki-laki (49,12 )"
Perempuan yang kebetulan duduk di parlemen hampir tidak berperan, karena
kebanyakan dari perempuan menjadi elit yang mementingkan diri sendiri, untuk
partainya dan untuk karir politiknya. Keberadaan perempuan di parlemen hanya
berdasarkan * charity” (belas kasihan) dari pada “political will” (kehendak
politik). Kehadiran mereka di parlemen lebih terkait dengan profesi suami
rekruitmen dalam partai Iebih karena keinginan untuk mendukung profesi dan
kedudukan suami mereka didalam partai, kebanyakan mereka bergerak dalam isu-
Isu non politis seperti, kantin murah, panti jompo, dan urusan-urusan sosial
Iainnya“’_

Di jajaran eksekutif, peranan perempuan yang menduduki jabatan
pimpinan struktural menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya. Dari data profil Indonesia 1998, terlihat bahwa tahun 1995 jumlah

' Inu Kentjana Syafei, llmu Pemerintahan . Mandar Maju, Jakarta 1990, hal 196

? Sambutan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada © Seminar Gender dan Sistem
Pemilihan Umun™ | Jakarta 2001, hal 10

T Ani W.S | hak-hak politik Wamita: Refleksi Peluang di Era Reformasi, dalam Penghapusan
Diskriminasi terhadap Wanita, T O Thromi, etal, Alimni, Bandung 2000, hal 294
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perempuan yang menduduki jabatan struktural Pegawai Negen Sipil ( PNS ) pada
eselon 111 hingga eselon I sebanyak 1.221 orang atau 7.2 %, sedangkan jumlah
laki-laki, sebanyak 15.595 atau 92,80 %. Pada tahun 1997 jumlah tersebut
mengalami peningkatan untuk perempuan menjadi 1. 883 orang atau 6, 98 %
sedangkan PNS laki-laki menjadi 25.110 orang ( 93.02 % )*. Dari data di atas
masih terdapat kesemjangan yang cukup besar antara perempuan dan laki-laki
yang menduduki jabatan pimpinan di lingkungan Pegawai Negen Sipil.

Di jajaran Yudikatif, peran perempua scbagai penegak hukum dan
peradilan meningkat, pada tahun 1996 jumlah hakim perempuan 536 (16,19%)
dan jumlah seluruhnya 3311 orang. Sedang pada Peradilan Tata Usaha Negara
(PTUN) dari 150 orang, 35 orang ( 23,35%) adalah hakim perﬂmpuanf'. Dari data
tersebut terlihat bahwa perempuan Indonesia di bidang politik belum banvak
berperan dan dibeni kesempatan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan
keputusan. Rendahhnya peran perempuan dalm proses pengambilan keputusan
pada tingkat ecksekutif, legislatif, dan vudikatif menyebabkan kurang
terakomodasinya aspirasi dan kepentingan perempuan dalam membangun bangsa
secara kescluruhan,

2.1 Sistem Pemilihan Umum

Pemilihan Umum di Indonesia adalah lembaga dan proses politik
demokrasi yang fungsinya mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemerintahan
perwakilan. Operasionalisasinya adalah bekenja untuk memilih atau menentukan
wakil rakyat yang akan menduduki posisi pemenmtahan. Pemilu yang berarti juga
alat penentu berjalannya pemerintahan suatu negara karena dalam Pemilu juga
memiliki substansi yang penting yaitu sebagai pendidikan politik rakyat, fungsi
1 berupaya untuk mengikut sertakan rakyat sebagai penentu arah nepara.

Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan Indonesia di lembaga
legislatil, salah satu cara vang paling efektif’ adalah melalui sistem pemilihan

umum yang mempunyai pengaruh cukup besar dalam meningkatkan keterwakilan

* Sambutan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan op.cif hal 10
-
" Phid
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perempuan, Pada umumnya terdapat dua sistem pelaksanaan Pemilu yang dipakai
,}faituﬁ:
1. Sistem Distrik

Sistem 1ni perlokasi (daerah pemilihan) dalam arti tidak membedakan jumlah
penduduk tetapi tempat yang sudah ditentukan, jadi banyak jumlah suara vang
akan terbuang, tetapi karena wakil yang akan dipilih adalah orangnya langsung,
maka pemihh akrab dengan wakilnva (personal stelsel) satu distrik biasanya satu
wakil (simgle member constituency).
2. Sistem Proporsional

Sistem i perjumlah penduduk pemilith, misalnva setiap 40,000 penduduk
pemilih memperoleh satu wakil (suara berimbang), sedangkan yang dipilih adalah
sekelompok orang yang diajukan sebagai kontestan Pemilu (muiti member
constituency), yang dikenal lewat tanda gambar (lijstin stelsel), sehingpa wakil
dan pemilih kurang akrab, tetapi jumlah sisa suara dapat digabung secara nasional
untuk kursi tambahan dengan begitu partai kecil dapat dihargai tanpa harus
beraliansi karena suara pemilih diperhitungkan.

Dari dua macam sistem Pemilu tersebut, dapat dianalisa satu persatu, mana
dan dua sistem tersebul yang dapat memberi peluang terhadap keterwakilan
perempuan di lembaga legislatif. Pertama, sistem distrik dalam sistem ini
persaingan cenderung bersifat * Zero sum game” dalam arti kandidat perempuan
harus berkompetisi secara langsung melawan para kandidat laki-laki’, Dalam hal
ini timbul permasalahan ketika sebuah partai menominasikan kandidat perempuan
partar politik harus berhitung banvak untuk mendapatkan kandidat tungeal yang
dapat sebagai wakil penarik bagi pemilih, karena itu sering kali perempuan lebih
sulit di pilth menjadi kandidat. Kedua dengan sistem proporsional, dalam sistem
ini lebih mengakomodasi kepentingan-kepentingan kelompok dan pluralisme
dalam masyarakal, dengan sistem ini partai berkepentingan menyusnan kandidat
berdasarkan kepentingan berbagai kelompok yang berbeda dari sektor masyarakat

yang beragam, termasuk didalamnya perempuan yang bisa membantu menarik

* Miriam Budiarjo op.cil hal 4



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

18

pemilih partainya. Jadi dalam menentukan sistem pemilihan haruslah dipilih
sistem mana yang dapat memberi peluang terhadap keterwakilan perempuan di
lembaga legislatif, dari analisa diatas bahwa sistem yang paling membeni peluang
terhadap perempuan adalah dengan menggunakan sistem proporsioanal.

2.2.2 Sistem kepartaian

Secara umum dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang
terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-
cita yang sama.Tujuan kelompok ini ialah memperoleh kekuasaan politik dan
merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan
kebijakan mercka’.

Menurut Kerl JFredench, partai politik adalah sekclompok manusia yang
terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan
penguasaan terhadap pemenintahan bapi pimpinan partainva dan berdasarkan
penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat
1ditl maupun matriil”.

Dalam negara demokratis Partai  politik menyelenggarakan berbagai
fungsi,yaitu'";

1. Partai scbagai sarana komunikasi politik

Salah satu tugas dari Partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat
dan aspirasi masyarakal dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpang
siuran pendapat masvarakat berkurang, dan dilain fihak Partai politik disini juga
untuk memperbincangkan pemerintah,

2. Partai sehaga sarana sosialisasi politik

Partai politik berperan sebagai sarana sosialisasi politik (insiitrument of

political  socialization).  proses sosialisasi politik  disclenggarakan melalui

ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, kursus penataran dan lam sebagainva

" Ani W.S§ , Affirmatif Action untuk Perempuan di Pailemen , Panduan Parlemen di Indonesia.
Yayasan AP, Jakarta 2001, hal 226

* Miriam Budiarjo op cit hal. 161

* ibid hal-161

" Arhi sanit op cit hal 44
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3. Partai sebagai sarana pengatur konflik (conflict management) Dalam suasana
demokrasi persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan
soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik partai politik berusaha untuk
mengatasinya.

4. Partai sebagai sarana rekruitmen pohitik
Partai juga berfunpsi untuk mencan dan mengajak orang yang berbakat untuk

turut aktil’ dalam kegmatan politik sehagai anggota partai (political recruitment),

dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik

Di Indonesia sekarang i1 menggunakan sistem multi partai, sistem multi
partai berkembang pada komposisi masyarakat yang beraneka ragam, dimana
perbedaan ras, agama. atau suku bangsa adalah kuat, polongan-golongan
masyarakat  lebith  cenderung untuk menyalurkan ikatan-ikatan terbatas

(primordial) tersebut dalam satu wadah saja''. Dianggap sistem multi partai lebih

mencerminkan keaneka ragaman budaya dan politik dari pada sistem vang lain,

Pada Pemilu tahun 1999 jumlah partai yang mengikuti pemilihan umum

berjumlah 48 partai yang kesemuanya mencerminkan keanekaragaman budaya

dan politik yang terdapat di Indonesia.

Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif,
sistem kepartaian merupakan perangkat pendukung yang penting, karena sistem
kepartaian akan menjamin perempuan untuk duduk pada posisi tertentu dalam
calon di partai politik dan masuk kedalam lembaga legislatif. Hal ini dapat dilihat
dari keberadaan partai pohtik sebagai sarana awal bagi terpilihnya seorang
menjadi wakil, Sebuah partai politik peranannya dalam menentukan tingkat
keterwakilan perempuan di lembaga legislatif’ dapat tercermin dalam cara partai
poliik tersebut menjalankan organisasinya, pertama vaitu dalam  struktur
organisasi partai politik, apabila suatu partai menempatkan perempuan dalam
posisi strategis dalam partai, maka perempuan akan mempunvai peran serta
mempunyal kapabilitas yang baik dan berpotensi untuk dijadikan wakil. Juga
jumlah dan perempuan yang duduk di jabatan-jabatan stuktural dalam partai
sangat berpengaruh, apabila jumlah perempuan yang duduk di jabatan struktural
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memadai (dalam jumlah yang banyak), maka akan sangat mempengaruhi adanva
perhatian terhadap isu-isu perempuan menjadi apenda partai, Kedua adalah
kerangka kerja partai juga Sangat mempengaruhi keterwakilan perempuan,
apabila kerangka kerja partai pada politik tersebut didasarkan pada aturan yang
transparan, non  diskriminasi dalam arti  peraturan-peraturan  tersebut
memperhatikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Maka akan sangat
berpengaruh dalam meningkatnya perempuan sebagai calon dan terpilih dalam
lembaga legislatif, selanjutnya adalah ideologi partai. Partai yang menganut
ideologl yang egaliter akan lebih menerima posisi setara antara perempuan dan
laki-laki. schingga perempuan memperoleh dukungan dari partainya,
dibandingkan dengan partai yang masih menganut ideologi tradisional vang
sangat mengungkung peran perempuan untuk berkiprah, dan dalam paratai ini
perempuan tidak mempunyai tempat dan tetap sulit untuk duduk di lembaga
legislatif
2.3 Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia

Secara umum partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat
setiap mdividu dalam situasi dan kondisi organisasinya, schingga pada akhimya
mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan
organisasinya serta ambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama'”.

Sementara Samuel P Huntington dan Joan M Nelson melihat partisipasi
politik adalah: sebagai kegiatan warganegara yang bertindak sebagai
pribadi-pribadi dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan
pemenntah, dan bila melihat cara-cara yang di tempuh untuk mencapai
lujuan  tersebut  partisipasi dapat dilakukan secara  spontan,
berkesinambungan maupun sporadis secara damai atau dengan kekerasan,
legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif'”.

Partisipasi dapat terwujud dalam berbagai bentuk'*:
a) Kegiatan pemilihan mencakup pemberian suara, akan tetapi juga sumbangan-

sumbangan untuk kampanye. bekerja dalam suatu pemilihan, mencari

" Mirtam Budiarjo op.cit hal. 167

 Tnu Kentjana Syafei op cit hal 164

" Samuel P Huntington dan Joan Nelson dalam Partisipasi di negara berkembang Rineka Cipta
Jakarta, 1994 hal4

" Samuel P Huntington dan Joan Nelson op.cit hal, 16-17
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b)

c)

d)
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dukungan bag seorang calon dan setiap tindakan yang bertujuan untuk
mempengaruhi hasil proses pemilihan,

Lobbiying, mencakup upaya-upaya perseorangan atau kelompok
menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik
dengan maksud mempengaruhi  keputusan-keputusan mereka mengenai
persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang,

Kegiatan orgamsasi, menyangkut pariisipasi sebagai anggota atau pejabat
dalam sualu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah
mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

Mencari koneksi (Contacting), merupakan tindakan perorangan vyang
ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud
memperoleh manfaat bagt hanya satu orang atau segelintir orang.

Dalam partisipasi politik terdapat hirarki partisipasi politik (tingkatan

partisipast) vang diterapkan pada semua tipe sistem pemerintahan'”

a)
b)
c)
d)
¢)
f)
g)
h)
1)

Mendudula jabatan politik dan administratif

Mencar jabatan politik dan administratif

Keanggotaan aktif suatu organisasi politik

Keangpotaan pasif suatu organisasi politik

Keanggotaan aktf suatu orgamsasi semu politik

Keangpotaan pasif suatu organiosasi semu politik

Partisipasi dalan rapat umum, demonstrasi dan lain sebagainya
Partisipasi dalam diskusi politik informasi minat umum dalam politik
Pemberian suara

Partisipasi masyarakat Indonesia, mulai mengalami peningkatan setelah

adanya era reformasi. Bentuk-bentuk partisipasi yang sebelumnya hanya bersifat

pasil sebatas hanya pemberian suara dalam Pemilu, mulai terdapat peningkatan

yang pada waktu sebelum reformasi kegiatan-kegiatan partisipasi seperli proses

lobbiying, keikut sertaan dalam partai, mencan koneksi mengalami pembatasan

ruang geraknya dan selalu mendapatkan pengawasan dan pemerintah. Hal ini

tercermin dengan hanya ada tiga partai politik yvang tidak mencerminkan seluruh
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aspirasi rakyal. Tingkatan partisipasi politik masvarakat Indonesia pada saat ini
mulai berkembang, seperti maraknya aksi demonstrasi, schagai cara untuk
menyuarakan suatu ketidaksepakan terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah,
diskusi-diskusi yang membicarakan tentang isu-isu politik semakin marak, banyak
masyarakat tertark untuk masuk kedalam partai politik tertentu untuk
menyalurkan aspirasi polittknya. Hal ini menunjukkan bahwa rakvat Indonesia
semakin sadar untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan.

2.2.1 Partisipasi Politik Perempuan

Menurut sensus Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2000, jumlah perempuan di
Indonesia adalah 101.625.816 atau 51% dan jumlah penduduk Indonesia dan
dalam sctiap pemilu, pemilih terbanvak adalah perempuan. Namun pada setiap
Pemilu jumlah perempuan yang terpilih berkisar antara 8% sampai 10%'°.
Keterlibatan perempuan dalam pembangunan bangsa dan negara mutlak sangat
diperlukan dalam pembangunan. Tanpa mengikutsertakan perempuan dalam
pembangunan nasional, hal itu berarti lebih dari separo jumlah penduduk
Indonesia tidak tertampung aspirasinya dalam pembangunan,

Peran perempuan di sektor publik telah dibuktikan dengan keterlibatannva
dalam kegitan poltik sejak sebelum Indonesia meraih kemerdekaannya, pada saat
ini kesempatan untuk untuk turul berkiprah dalam kehidupan politik semakin
terbuka lebar, situasi ini semakin didukung oleh kondisi bahwa negara kita
melalui UUD 1945 tidak mengenal perbedaan atas jenis kelamin disemua bidang
kegiatan termasuk untuk menduuki jabatan penting dalam bidang politik
pemerintahan'’. Tetapi dalam kehidupan politik hak perempuan masih kurang
mendapatkan  perhatian  kebijakan-kebijakan  yang  dihasilkan  sangat
mengesampingkan kondisi dan aspirasi perempuan, dalam hal ini terdapat faktor-
faktor pendukung maupun faktor-faktor penghambat partisipasi politik

perempuan.

YInu Kentjana Syafei op cit hal 165
' Ani w soetjipto “affirmatif action untuk perempuan di parlemen”, dalam panduan parlemen
Indomesia, yayasan APT Indonesia 2001 hal:231

'" Paisal Siagian dalam Keterwakilan wanita Indonesia di lembaga legistatif dalam analisis CS18
tahun 1996 hal 226
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Menurut Joan Nelson partisipasi politik perempuan dinegara-negara
berkembang cenderung rendah jika di bandingkan dengan laki-laki, karena
perempuan lebih banyak terlibat dalam urusan rumah tangga dari pada urusan
politik'™. Partisipasi perempuan dalam dunia politik erat kaitannya dengan usaha
perempuan untuk memperbesar akses mercka kepada kekuasaan, sebab hanya
dengan memperolch akses besar kepada kekuasaan, para perempuan dapat
mencapal jabatan-jabatan di dalam dunia politik dan pemerintahan. Dewasa ini
sekurang-kurangnya perempuan yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tingg
memiliki akses lebih besar kepada kekuasaan dari pada perempuan yang kurang
berpendidikan, ini berarti perempuan yang mempunyai akses kepada kekuasaan
lebih besar peluangnya untuk mencapai kedudukan-kedudukan politik dari pada
perempuan yang tidak memiliki akses kepada kekuasaan. Dalam hal akses
perempuan, memiliki dua ketentuan tertentu yaitu: pertama, adanya akses seorang
perempuan untuk mendapatkan kekuasaan politik melalui hubungan dengan
seorang laki-laki secara khusus, misalnva suaminya atau ayvahnya Contoh kasus
seperti Imelda Marcos, Indira Gandhi dan jupa Megawati Sukamo Putni. Kedua,
dalam lembaga perwakilan, paling tidak politisi perempuan mutlak harus ada, dari
segi keberadaan dan jumlah hal ini memberikan keuntungan tersendiri bagm
perempuan’' . Pada aspek kedua, merupakan peluang untuk masuknya perempuan
dalam lembaga pengambilan keputusan, dengan bertambahnya jumlah perempuan
yang duduk dilembaga Legislatif akan makin membuka peluang perempuan untuk
berpartisipasi akiif dalam pembuatan keputusan vang berkenaan langsung dengan
segala aspek kehidupan perempuan.

2.2.2 Faktor-faktor pendukung partisipasi politik perempuan di indonesia
Upaya peningkatan partisipasi politk perempuan di perlukan faktor-faktor

pendukung vang berupaya untuk mengubah tatanan struktural di Indonesia,

perubahan ini i harapkan adanya tatanan struktural vang mendudukkan posisi

setara antara perempuan dan laki-lak: | faktor tersebut antara lain:

" Faisal P Siagian op cit hal 227
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1. Jaringan dengan organisasi-organisasi perempuan

Perjuangan menyuarakan aspirasi dan meningkatkan partisipasi perempuan
adalah dengan membentuk jaringan-jaringan aktivis, kalangan profesional
perempuan, LSM-LSM perempuan, akademisi maupun kelompok-kelompok yang
peduli dengan masalah perempuan. Kuatnya janingan akan lebih mudah untuk
mensosialisasikan  ide-ide tentang kesetaraan, keadilan dan penghapusan
disknminasi terhadap perempuan Kelompok-kelompok ini juga merupakan
kelompok penckan terhadap negara atau kelompok lain bila suatu saat terjadi
peminggiran terhadap posisi perempuan™ . Perjuangan vang dilakukan secara
bersama dengan membentuk suatu jaringan lebih menunjukkan hasil yang realistis
dan akan meningkatkan posisi tawar dalam melakukan kontrol dan tekanan
terhadap pemerintah.
2. Peran partai politik

Peran partai politik dimanapun berada dapat memainkan perannya dalam
proses demokratisasi berbagai institusi politik. antara lain pada anggota partai
yang menjadi anggota parlemen, kelompok-kelompok politik pendukungnya (core
suporfer) dan juga dapat memainkan regulasi kekuasaan pemerintah. Posisi
strategis inilah yang menjadikan partai politik sebagai pemegang kunci dalam
proses demokratisasi”' Jadi partai politik menjadi wahana strategis bagi proses
agregasi dan segregasi politik perempuan, melalui perannya dalam pengambilan
keputusan strategis partai, yang keputusan-keputusan itu lebih memihak kepada
kepentingan perempuan.
3. Peran pemernintah

Peran pemenntah disini yaitu harus ada upaya konkrit dari pemerintah untuk
mengusahakan suatu kebijakan-kebijakan yang berprespektif perempuan, juga
sistem pemilihan yang dijadikan sebhagai sarana representasi perempuan dalam

berpartisipasi di dunia politik”. Peran pemerintah merupakan penentu utama

" Faisal Siagian op.cit hal 229
* Budhi santi op.cit hal 35

*' Tari siwi utami, dalam perempuan politik diparlemen . Gama Media , Jakarta 1999 hal 7
= :

~ opeit hal 8
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dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan, tanpa peran pemerintah usaha
apapun vang dilakukan akan mendapat tekanan dan tidak akan pernah terwujud.
4. Pemanfaatan media

Media disisi lain dapat melanggengkan nilai-nilai bias gender dan stereotype
terhadap perempuan, disisi lain media mampu memberikan opini  bagi
pemakainya, dan setiap media langsung ataupun tidak langsung akan mampu
memberikan pengaruh pada para konsumennya, dengan media pula sosialisasi ide
akan berjalan lebih efekiif, media juga bisa digunakan untuk mendekonstruksi
peran perempuan serta menggali apa vang dipunvai oleh perempuan agar bisa
lebih aktif untuk berkecimpung didunia politik >

Faktor-faktor pendukung terhadap partisipasi perempuan tentunva tidak
muncul dengan sendirinya, perlu adanya suatu gerakan perempuan vang dapat
lebih memunculkan faktor- faktor pendukung, dengan cara advokasi. pelatihan
dan berupaya mendesakkan suatu kebijakan vang memihak pada peningkatan
partisipasi perempuan.
2.2.3 Faktor-faktor Penghambat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia

Pada hakekatnva laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban vang
sama baik dalam hukum dan pemerintahan, namun kenyataanya membuktikan
bahwa kedudukan yang sama tersebut tidak terwujud dengan sendirinva. Sektor
domestik maupun sektor publik seharusnya sama, namun hal ini juga belum
terwujud dalam kenyataan Terdapat beberapa faktor-faktor penghambat partisipasi
politik perempuan diantaranya adalah™ -
a) Kendala-kendala politik

1. Model politk maskulin

Selama ini laki-laki mendominasi arena politik, dan memformulasikan aturan-
aturan permainan politik dan mendefinisikan standart sesuai dengan norma-norma
dan nilai-mlai laki-laki. Keberadaan dari model vang didominasi laki-laki ini

menghasilkan apakah perempuan menolak politik secara keseluruhan atau

* Budhi santi op cit hal 36
* Azza Karam.dalam Perempuan di parlemen bukan sekedr jumlah bukan sekedar hiasan , IDEA,

Jakagta 1999 hal 17
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menolak politik yang bergava laki-laki, jadi ketika perempuan berpartisipasi
dalam politik, maka cenderung melakukannya dalam jumlah vang kecil dan
menganggap politik tidak layak untuk dimasuki oleh perempuan.

2. Lemahnya dukungan partai

Meskipun  partai-partmi politik  memiliki  sumber-sumber  untuk
menyelenggarakan kampanye pemilihan, tetapi perempuan tidak memperoleh
keuntungan dari sumber-sumber itu. Proses seleksi dan nominasi dalam partai-
partai pohtik juga tidak memihak terhadap perempuan. Dalam menyeleksi
kandidat lebih ditekankan * standart™ yang dimiliki laki-laki tanpa memperhatikan
kemampuan yang dimiliki oleh perempuan, dengan ukuran kemampuan yang
dimiliki laki-laki maka sangat tidak memungkinkan perempuan terpilih sebagai
kandidat terpilih.

3. Kurangnya kerjasama antar organisasi perempuan

Organisasi perempuan mempunvai peranan penting dalam peningkatan
partisipasi politik perempuan dengan bekenjasama dengan lembaga-lembaga
pemerintahan dan politik untuk meningkatkan posisi perempuan dalam jabatan-
jabatan stratcgis di pemerintahan maupun organisasi politik. Namun belakangan
im dalam demokrasi yang berkembang atau sudah mapan terdapat beberapa
kontak dan kerjasama yang terbatas antara politisi perempuan dan organisasi
perempuan, lebih jauh lagi. gerakan-gerakan perempuan dan kelompok-kelompok
perempuan dalam hal ini cenderung menjaga jarak dari perempuan anggota
parlemen atau tidak memperkuat hubungan yang terorganisir dalam bentuk
komumkasi dan lobi mengenai berbagai isu yang terkait untuk menguatkan
perempuan pada tingkat pembuatan keputusan,

4. Kurangnyva pendidikan dan pelatihan

Selama ini sangat sulit bag perempuan untuk berbicara, untuk berdebat dan
menekankan kepentingannya, hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan
pelatthan datam bidang polittk yang beronentasi kepemimpinan. karena tanpa
m'l}'il pendidikan dapat mengarahkan perempuan dalam masyarakatnya untuk
borgahyng dengan partar politik atau berpartisipas: dalam aktivitas politik. Maka
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partisipast politik perempuan menjadi terhambat. Jadi pendidikan adalah saluran
penting untuk mendorong perempuan lebih maju.

5. Sistem pemilihan

Sistem politik yang berkaku di Indonesia saat ini dinilai kurang efektif untuk
membangun demokrasi dan menegakkan kedaulatan rakvat, karena penyebab
kesulitan membangun sistem demokrasi sebagian terletak pada sistem pemilu.
kepartaian dan pola rekruitmen angota legislatif yang berlaku saat ini. Sistem
pemilihan yang digunakan dan pengaruhnya kepada representasi perempuan
sangatlah besar dan subtansial. Sistem poporsional memberi peluang kepada
perempuan, karena mengakomodasikan kepentingan kelompok dan dan
pluralisme dalam masyarakat, dengan sistem ini partai berkepentingan menyusun
kandidat berdasarkan kepentingan berbagai kelompok yang berbeda dan sektor
Masyarakat yang beragam, termasuk didalamnya kelompok perempuan. Tetapi
dalam sistem pemilihan yang terdapat di Indonesia tidak mempertimbangkan
adanya pluralisme dalam masyarakat, termasuk kepentingan perempuan yang

tidak mendapat perhatian.

b) Kendala-kendala sosio ekonomi

Kondisi kondisi sosio ckonomi memainkan peran menentukan  dalam
partisipsi akuf perempuan, bahwa status sosial dan ekonomi perempuan dalam
masyarakat mempunyai pengaruh langsung pada partisipasinya dan lembaga-
lembaga politik dan badan-badan pemilihan, ditunjukkan adanya korelasi antara
rekruitment legislatif perempuan dengan proporsi kerja perempuan diluar rumah,
maupun persentase tingkal pendidikan perempuan, adapun kendala-kendala sosio
ekonomi adalah sebagai berikut:

I. Feminisasi kemiskinan dan pengangguran

Perempuan adalah kontributor utama dalam ekonomi nasional baik melalui
buruh upahan maupun tanpa upah. sejauh masalah vang belakangan ini di
perhatikan, maka input perempuan dan perannya sebagai perempuan pemilih yang
sigoifikan tidak harus dianggap remeh, jumlah pengangguran yang diakibatkan
eleh Risis ekonomi vang terbesar adalah dari kalangan perempuan

2. Butshwruf dan terbatasnya akses pendidikan juga pilihan profesi
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Jumiah buta huruf perempuan menurut data BPS tahun 1999 berjumlah
74% dan jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS) perempuan usia 7-12
95 0%,us1a 13-15 sebanyak 79,7%.usia 16-18 sebanvak 515 %, semakin tinggi
jenjang pendidikan semakin turun pula APS perempuan. Didalam pilihan profesi
perempuan mengalami diskriminasi hanya jenis profesi terientu yang merupakan
profesi umum perempuan seperti :perawal, guru baby sitter,
¢) Kendala-kendala ideologi dan psikologi
|. Peran tradisional
Sosial budaya yang ada di Indonesia pada umumnya menempatkan perempuan
sebagai satu-satunya pihak vyang bertanggung jawab terhadap proses
mengandung, melahirkan, menyusui. Sehingga beban berat  tersecbut
memposisikan perempuan lebih banyak didalam rumah, hal 1m akan
menghambat perempuan untuk aktif didunia politik . Hambatan sosial budaya
terhadap perempuan terutama dalam bentuk stercotype, pandangan ini melihat
perempuan sebagai makhluk yang pasif, lemah, perasa, tergantung dan
menenma keadaan. Sebahknya laki-laki dinilai sebagai makhluk aktif, kuat,
cerdas dan sebagainya, Pandangan ini secara sosio kultural menempatkan laki-
laki lebih tinggi derajatnya dibanding dengan perempuan.
2. Kurangnva kepercayaan
Kurangnya percaya din im muncul dalam bentuk anggapan bahwa
kemampuan dan pengetahuan perempuan untuk tenun keduma politik memang
terbatas, kalaupun akhirnya ada perempuan yang “beram “menyuarakan aspirasi
politiknya, maka masih ada kekhwatiran bahwa langkah itu tidak akan mendapat
dukungan dari kaum laki-laki dan pemerintah yang notabene juga laki-laki.
3. Lemahnya perhatian media terhadap potenst dan kontmbusi perempuan
Media massa merupakan pilar kekuasan, karena pengaruhnya terhadap
opini dan kesadaran publik, media massa cenderung meminimalkan
pengungkapan berbagai perisiwa dan organisasi-organisasi kepentingan
perempuan, termasuk publikasi—publikasi perempuan, tidak secara memadam
menginformasikan hak dan peran perempuan dalam masyvarakat Media juga
semakin memperkual bias gender dan memingkatkan siereofype  tentang

kedudukan perempuan, mendorong masyarakat dan pemerintah konservatif
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menumpukan kesalahan pada perempuan atas kegagalannya dalam kebijakan
keluarga dan memperkuat ide bahwa perempuan bertanggung jawab atas segala
masalah sosial, kecenderungan yang lain adalah perempuan sebagai obyek
kecantikan dalam hal ini, perempuan di identifikasi dan diobyekkan sesuai
dengan gendernya dan di bentuk untuk menginternalisasikan gagasan tertentu,
mengenai kecantikan dan daya tariknya yang lebih berkait dengan kapasitas fisik
perempuan dari pada kecakapannya. Penpungkapan tentang kisah politisi
perempuan dan pelaku bisnis perempuan serta kesuksesannya sangat sedikit
porsinva dh bandingkan dengan topik seperti peragaan busana, bintang film, seni,
tidak mengherankan berbagai pandangan seperti tidak mendorong perasaan
perempuan terhadap harga din dan rasa hormat diri mereka atau mendorong
mereka untuk mengambil posisi tanggung jawab publik.
d) Hambatan teologis
Dalam waktu vang lama, perempuan dipandang sebagai makhluk vang dicipta
untuk  laki-laki, termasuk mendampingi, mengatur dan mengurus
keperluannya. Anggapan ini bersumber dari cerita teologis vang menvatakan
bahwa perempuan diciptakan dan rusuk laki-laki. Cerita im telah jauh
merasuk kedalam benak orang dari secara psikologis menjadi salah satu faktor
penghambal perempuan untuk mengambil peran dalam pengambilan
keputusan.
e) Hambatan histons
Kurangnya nama perempuan dalam sejarah dimasa lalu juga bisa dipakai
untuk membenarkan ketidak mampuan perempuan untuk berkiprah seperti
layaknya laki-laki.

Faktor-faktlor penghambat tersebut dapat dikurangi dengan usaha bersama
dari semua pihak baik dani pemenntah, partai politik, akademisi dan semua
pihak vang peduli dengan kchidupan perempuan. Gerakan perempuan tidak
dapat berjuang sendiri untuk meningkatkan peran perempuan dalam politik tanpa
adanya dukungan dan pihak-pthak terscbut Adanva kebijakan yang berupa

Affirmatif Action ( Tindakan khusus sementara) merupakan salah satu upaya



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember -
9 30

untuk mendukung percepatan mengatasi hambatan-hambatan perempuan untuk
berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.
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PERAN PEREMPUAN DI INDONESIA

3.1 Posisi Perempuan Dalam Masyarakat Indonesia

Perempuan di Indonesia saat ini berjumlah melebihi separuh (503 %)
penduduk Indonesia, dengan jumlah yang besar tersebut apabila didukung olch
kualitas yang tinggi maka penduduk perempuan Indonesia merupakan potensi
produktif dan menjadi modal bagi pembangunan'. Indonesia sebagal negara sedang
berkembang keberadaan perempuan sangal di bawah standart kehidupan dan
memperoleh perlakuan tidak adil. Menurut data dan Menteri Pemberdayaan
Perempuan, jumlah penduduk perempuanm berdasarkan profesi dapat dikelompokkan
sebagal berikut: terdapat 0.4 % perempuan yang memimpin usaha, sebanyak 37.3%
perempuan melakukan pekerjaan tidak dibayar, sebanyak 4.5% perempuan duduk di
eselon satu, sebanyak 3,4% yang menjadi kepala desa dan 92.3% perempuan menjadi
tenaga pembantu keluar negeri. Dan kenyataan tersebut sangat ironis sckali
keberadaan perempuan di Indonesia’ Keadaan diskriminatif vang dialami oleh
perempuan Indonesia terdapat pada berbagai sendi kehidupan, diantaranya ekonomi,
sosial, budaya. dan hukum.

3.1.1 Posisi perempuan Indonesia dalam bidang ekonomi

Posisi perempuan dalam bidang e¢konomi sangatlah rendah dan
terdiskriminasi, hal in1 dapat digambarkan dalam sebuah istilah perempuan hanya
berpindah dan rumah ayahnya ke rumah suaminya, kerumah mertuanva, mereka
seperti pengungsi, dan mereka tidak mempunyai posisi serta kepemilikan dalam
ckonomi. Pembangunan di Indonesia pada masa orde baru, vang menggunakan

pendekatan WID (Women In Development) pada dasarnya melihat perempuan

'"Rencana induk pembangunan nasional pemberdayaan perempuan 2000-2004, kantor, Meneg PP R1
Jakarta 2000 hal. |
“KTP dan perempuan, dalam prolog jurnal perempuan edisi 19 tahun 2001 Jakarta 2001, hal4

31

B,
1

NI NA
JFI Perpustakads



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

32

terpisah dan laki-laki. Pendekatan WID ini menekankan persamaan hak dan akses
untuk perempuan dan laki-laki, namun dalam pendekatan ini tidak mencapai keadilan
bagi perempuan. Karecna dalam pendekatan ini kurang memperhatikan hakikat
hubungan sosial yang mendasan subordinasi perempuan yang hanya didasarkan pada
perbedaan dari segi biologs antara perempuan dan laki-laki, dengan tidak sesuainya
pendekatan WID dalam pelaksanan pembangunan di Indonesia, maka pendekatan
vang selanjutnya di terapkan adalah pendekatan GAD (Gender And Development)
schagai konsep strategi dan perencanaan yang lebih tepat. Pendekatan ini
memandang perbedaan antara perempuan dan laki-laki dari konsep sosial budaya
bukan berdasarkan pada aspek biologis saja’. dimana pendekatan ini dimaksudkan
untuk adanya persamaan hak dan akses perempuan untuk dapat menikmati hasil dari
pembangunan setaraf dengan laki-laki. Namun hal ini tidak sesuai dengan realita
yang ada, karena dalam pendekatan ini hanya mendomestikan, pemisahan dan
depolitisasi perempuan Indonesia, juga telah menggunakan tubuh perempuan sebhagai
instrumen-instrumen untuk tujuan-tujuan ekonormi politik, seperti program Keluarga
Berencana ( KB) yang dijalankan untuk mengontrol jumlah penduduk, sebagai salah
satu kondisi untuk pertumbuhan ckonomi. Untuk mencapai tujuan program ini
diperlukan kepatuhan massa, dan ini dapat diperoleh dari perempuan karena dengan
politik gender perempuan di konstruksikan sebagai pihak yang pasif dan oleh karena
itu program KB hanya ditargetkan untuk perempuan. Program ini berhasil dengan
sukses mengurangi pertumbuhan penduduk. tetapi konsekuensi yang di tanggung
ternyata sangat tinggi, khususnya di rasakan oleh perempuan yang hidup di daerah
dan dari golongan bawah. Negara telah mengambil hak mereka untuk mengontrol
badan mereka sendiri atas nama pembangunan.

Krisis ekonomi yang terjadi di berbagai negara vang sedang berkembang
seperti juga yang terjadi di Indonesia telah memperparah resiko kemiskinan bagi

! Onny s prijono, Pemberdayaan wanita sebagai milra sejajar pria, dalam pemberdayaan , konsep,
kebijakan dan implementasi, Onny s prijono & A M Pranarka . CSIS, Jakarta, 1996 hal 203
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perempuan, dalam hal ini pengangguran perempuan semakin meningkat’. Perempuan
merupakan korban utama dan adanya krisis ckonomi, Banyak kasus ketika suami
para ibu di PHK dan pekerjaannya, ibu menjadi tulang punggung keluarga. Rasa
sensitivitas perempuan untuk bertanggung jawab karena kasih sayang vang kuat dan
menjadi kekuatan dalam menggerakkan keinginan untuk bertzhan dalam krisis dan
ketidakberdayaan.

Keberadaan tenaga kerja perempuan dan tahun ke tahun mengalami
penguatan. Tahun 1996 berjumiah sebesar 49.3 % dan pada tahun 1998 menguat
memjadh 51,2 %, namun dalam segi pendapatan atau gaji sangat jauh di bandingkan
dengan laki-laki yaitu sebesar 51.2 % untuk perempuan dan 83.2 % untuk laki-laki *.
Posisi perempuan dalam bidang kerjapun masih dalam posisi yang rendah, sangat
jarang sekali menduduki jabatan sentral. Kebanvakan dari perempuan lebih banyak
terserap di lapangan kerja sektor informal (pedagang kaki lima, penjahit, baby sitter,
pembantu rumah tangga). Perempuan adalah kontributor utama pada ekonomi
nasional baik melalui buruh upahan maupun tanpa upah®. Pada sektor domestik vaitu
dalam konteks rumah tangga apabila di kalkulasi secara numerik, segala pekerjaan
yang dilakukan olch perempuan Indonesia khususnya dari bangun tidur sampai tidur
kembali apabila di hitung dengan uang dapat dibayangkan sudah berapa gaji vang
diterima. Ketika perempuan mempunyai pekerjaan formal di luar rumah seperti: guru,
dokter, karyawan perusahaan, perempuan masih terbebani pekerjaan dalam rumah
tangganya. Tanpa adanya pembagian kerja yang adil, pekerjaan formal ini dapat
terganggu karena mengalami kehamilan atau menghadapi keadaan vang darurat yvang
menuntut kehadiran perempuan di rumah, seperti dalam kedaan anak sakit. Akibatnya
banyak pekerjaan yang memprioritaskan laki-laki, terutama vang memberikan gaji
tinggi schingga perempuan hanya memperoleh kesempatan kerjadengan gaji yang

* Nadezhda shedova ,"kendala-kendala terhadap partisipast perempuan dalam parlemen”dalam
perempuan di parlemen bukan sekedar jumiah bukan sekedar hissan, YIP dan TDEA _Jakarta 1998
hal 25

7 Rencana induk pembangunan nasional pemberdayaan perempuan 2000-2004 op.cit hal 4

* Nadezhda shedova op cit hal 28
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rendah. Meskipun perempuan sudah mengalami perbaikan dan peningkatan
keterampilan dan pendidikan profesional dan adanva peraturan-peraturan vang tidak
adil terhadap perempuan, seperti pemberian tunjangan yang tidak sama dengan laki-
laki, hak cuti hamil dan haid, pada umumnya perempuan tidak mau berusaha atau
menuntul  hak-haknya karena masalah biaya dan takut kehilangan mata
pencahanannya.

Meskipun prinsip atau hak pokok yang dinyatakan dalam rumusan Undang-
Undang pokok tenaga kerja ( UU no 14 tahun 1969), UU pokok kepegawaian ( UU
no 8 tahun 1974 ), dalam PP no 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah. memberi
hak atas kesempatan kerja dan upah yang sama termasuk tunjangan, serta larangan
PHEK, bagi pekerja perempuan karena menikah, hamil atau melahirkan, masih perlu di
pertanyakan sejauh mana hal-hal tersebut di berlakukan secara nvata, selama
ketentuan tentang diskriminasi belum dapat menjadi kenyataan’= Dalam hal
penetapan upah buruh perempuan masih terdiskniminasi dan terutama dalam
penetapan tunjangan buruh perempuan cenderung di anggap lajang tanpa tanggungan
keluarga. Ini didasarkan pada visi tradisional yang menempatkan perempuan sebagai
itbu rumah tangga atau tanggungan suami. Hal ini mengabaikan kenyataan bahwa
jumlah perempuan menjadi kepala rumah tangpa semakin besar’,

Masuknya tehnologi pertanian seperti mesin  huller, pupuk vang
menumbuhkan padi tumbuh rendah sehingga tidak memerlukan ani-ani, mesin-mesin
pertanian lainnya telah menggeser kaum perempuan ke posisi vang marginal.
Perempuan pekerja dibidang pertanian telah kehilangan pekerjaan dan tidak dapat
menikmati kemajuan tehnologi pertanian karena yang mendapatkan pelatihan mesin-
mesin tersebut adalah pekerja laki-laki, dengan hilangnva penghasilan perempuan di
daerah pedesaan, hilang pula = bargaming position™(posisi tawar) dalam keluarga dan
semakin memposisikan perempuan sebagai pihak yang lemah,

' Onny s prijono op.cit hal 212
* Isbodroini suvanto”Gender dan politik pembangunan” di sampaikan pada pertemuan nasional
keadilan gender oleh lembaga pengkajian gender GMEKT Jakarta Jakarta 6 oktober 1998 hal 4
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3.1.2 Posisi Perempuan Dalam Bidang Sosial dan Budaya

Dalam bidang sosial indikator vang diambil adalah usia hidup sejak lahir dan
tingkat melek huruf. Pada kedua indikator im1 menunjukkan adanya kenaikan baik
pada laki-laki maupun perempuan dalam Kurun waktu 10 tahun, perempuan memiliki
kenaikan sebanyak 2,7 tahun sedangkan laki-laki mencapai 2 4 tahun. Rata-rata usia
perempuan adalah 66.1 tahun dn laki-laki mencapai 62.5 tahun *. Dengan demikian,
usia hidup perempuan lebih tinggi di banding dengan laki-laki meskipun pendidikan
mereka secara umum lebih rendah di banding laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa
ada faktor lam selain pendidikan yang mepengaruhi usia hidup sejak lahir.

Meski demikian, indikator sosial lain yaitu tingkat melek huruf , mengikuti
angka masuk siswa di bangku sekolah dasar menunjukkan bahwa scjalan dengan
lebih banyaknya angka masuk siswa laki-laki maka angka melek huruf laki-laki juga
lebih tinggi akan tetapi bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya.
angka melek huruf perempuan Indonesia yang rata-ratanya adalah 78 4% tergolong
tinggi, apalagi dalam kurun waktu ini, persentase melek huruf perempuan mampu
mencapai tingkat tertinggi pada 80,5% pada tahun 1998 Meskipun angka rata-rata
melek huruf perempuan 11% lebih rendah dibanding laki-laki, tingkat kenaikannva
1,6 % lebih tinggi dani pada laki-laki 3,6% untuk perempuan dan 2% untuk laki-
laki'""

Kondisi imi memperkual pemikiran bahwa bertambahnya angka masuk siswa
ke sekolah baik laki-laki maupun perempuan di ikuti dengan naiknya angka melek
huruf, mengindikasikan bahwa pendidikan signifikan untuk membangun kemampuan
baca, vang merupakan salah satu ski// (keterampilan) dasar dan penting vang harus
dikuasai oleh setiap individu. Kemampuan baca akan membantu setiap orang untuk
mentransformasikan dan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman vang di

perlukan bagi kooperasi sosial. Oleh karenanya dengan mempertimbangkan angka

¥ Nurul azkiyah * Keterkailan pendidikan formal perempuan dan dunia pembangunan™ dalam
Ferspehif gender dalam pendidikan YJP edisi 23, Jakarta 2002 hal'1]
" ap.cit hal:12
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kesemjangan sebanyak 11.6%, sangat penting untuk menekankan kembali kebutzhan
untuk mengembangkan pendidikan perempuan untuk memperbaiki tingkat melek
huruf perempuan.

Akar tradisi vang mendasari hubungan perempuan dan laki-laki, dalam
masvarakal adalah 1deologi gender yang membeda-bedakan perempuan dan laki-laki
bukan hanya berdasar jenis kelamin, tetapi juga berdasar peranan masing-masing
jenis kelamin. Hampir dalam segala hal perempuan di tempatkan sebagai”
subordinat™ sedangkan laki-laki adalah * superior’(penguasa) ''. Struktur sosial
masyarakal yang membagi-bapgl tugas antara perempuan dan laki-laki, seringkali
merugikan perempuan. Perempuan diharapkan bisa mengurus dan mengerjakan
berbagai pekerjaan rumah tangga, sebaliknya tanggung jawab laki-laki dalam
mengurus rumah tangga sangal kecil. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa
adanya pembagian tugas tersechut menyebabkan perempuan kurang bisa
mengembangkan din. Sementara peran ganda laki-laki kurang bisa diharapkan karena
adanya ideologi tentang pembagian tugas secara seksual.

Posisi perempuan Indonesia sejak dulu hingga sekarang hampir tidak banyak
berubah, masih mengalami perlakuan vang sangat berbeda dengan laki-laki. Mereka
menjadi kelompok “subordinat“dalam berbagai hal yang sering dikalahkan oleh laki-
laki, Mereka harus mendengar berbagai larangan dan juga lebih banyak menerima
aturan di bandingkan dengan laki-laki. Berbagai “rambu ketimuran™(adat istiadat
yang berlaku di Indonesia) sangat lekat dan didengung-dengungkan untuk
perempuan, perilaku mereka tidak pernah lepas dan pengawasan orang-orang di
lingkungannya. Sejak kecil perempuan telah menerima penjelasan ataupun aturan
tentang mana yang baik dan vang tidak boleh di lakukan oleh perempuan'®.

Perbedaan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki telah dimula sejak

mercka masih anak-anak. Anak perempuan diarahkan untuk bisa mengerjakan

' Susi eka yuarsi “wanita dan akar kultural Iketimpangan gender” Dalam Sangkan paran gender irwan
abdulah ed | Pusat penelitiasn kependudukan |, UGM 1997, hal 244
" fhid hal 245
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pekarjaan rumah tangga, seperti memasak. mencuci, membersihkan lantai,
menyetirka, mengasuh adik, sedangkan anak laki-laki sering kali dibiarkan bermain
sesukanya. Laki-laki juga sangat jarang mencrima larangan- larangan ataupun
peringatan tentang bagaimana mereka bertingkah laku. Berbeda halnya dengan
perempuan yang sangat sering menerima larangan, perempuan dibatasi norma-norma
shg tidak bisa berbuat sebebas laki-laki. Ada pendapat yang menyatakan bahwa
perempuan tidak boleh bepergian sendini di malam hari. bila itu dilakukan akan
menimbulkan penilaian yang negatif dari masyarakat.

Perempuan seringkali dianggap sebagai orang vang paling berperan dalam
pendidikan dan penerusan nilai-nilai budaya bagi anak-anaknya. Sebagai orang yang
harus meneruskan nilai-nilai bagi generasi muda, maka perempuan diharapkan
mempunyai kepribadian dengan ciri-cin seperti kehalusan, keanggunan, kesopanan
dan sebagainya. Karena kewajiban itu harus di pikul perempuan, maka sciak dini
perempuan di persiapkan untuk bisa menjalankan tugas tersebut. Cara yang ditempuh
untuk mewujudkannya adalah dengan memberikan pengajaran tentang nilai-nilai dan
norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, teristimewa kepada anak perempuan.
Dikalangan masyarakat Indonesia ada semacam beban ganda jika perempuan
melanggar batas kesopanan, mereka akan sangat dicela dan mungkin kesalahannva
tersebut akan sulit di lupakan masyarakat, sedang jika yang melakukannnya adalah
seorang laki-laki, celaan itu tidak muncul dan hanya di maklumi saja’”.

Pada saat sekarang ini, walaupun telah banvak perempuan yang mengenyam
pendidikan sampai kejenjang tingkat tinggi, namun kondisi perempuan belum banyak
berubah, dasar berpikir masyarakat masih terhegemoni oleh pemikiran patriarki.
dimana dengan semakin berkembangnya arus informasi dan tehnologi perempuan
semakin menjadi ajang eksploitasi bisnis dan seks. Fenomena ini dapat kita lihat dari
tayangan-tanyangan iklan dan film-film yang banyak menjual citra perempuan

sebagai pengumbar seks. Inmilah yang menyebabkan ketidakberdavaan perempuan

Y op. et hal 246
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dalam menghadapi rekayasa sosial. Perempuan banyak menjadi korban sosial dan
peralihan industri dalam pembangunan, Peranannya dalam pembangunan tidak lantas
melepaskan perempuan dari masalah-masalah patriarki !, Perempuan tidak
dihadapkan pada pilihan-pilihan mereka, hanya di doktrin untuk mengikuti apa yang
dikatakan suami atau avahnya vang membuat semakin terbatasnva akses dan kontrol
perempuan dalam dunia publik.

3.1.3 Posisi Perempuan Dalam Bidang Hukum

Undang-undang dasar kita di rumuskan pada tahun 1945 scjak semula telah
mencantumkan dalam pasal 27 ayat |, bahwa semua orang mempunyai kedudukan
yang sama dv muka hukum. Jadi sejak tahun 1945 di negara kita prinsip kesetaraan
perempuan dan laki-laki di depan hukum telah adil”®, Dalam GBHN 1993-199% juga
menjelaskan kesetaraan perempuan dan laki-laki seperti berikut ini: ** Wanita baik
sebagal warganegara maupun sebagai sumber daya insani pembangunan mempunvai
hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam pembangunan
disegala bidang”. Bukan hanya dalam peraturan-peraturan itu saja namun juga
terdapat dalam konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi
terhadap perempuan yang diratifikasi dan disahkan dalam UU no 7 tahun 1984 yang
pada intinya memuat sebagai berikut'™:

I. Membuat peraturan perundang-undangan vang tcpat dan peraturan-peraturan
lainnya, termasuk sanksi-sanksinya dalam menyelesaikan diskriminasi terhadap
wanita.

2. Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita atas dasar yang sama
dengan laki-laki dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten
dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan yang efeknya terhadap tiap
tindakan diskriminassi

Dadang s ansori , dari feminis hingga feminin ,potret perempuan didunia maskulin , dalam
Mcmbmunngka.n feminisme , Dadang s ansori ef al (ed) . Pustaka Hidayah .Bandung Uh‘r? hal 4

Tap omas. 1 hukum jender dan diskriminasi terhadap wanita dalam penghapusan diskriminasi
lcrhddap wanita Tai omas 1 eL.al (ed) Alumni Bandung 2001 hal 63

* Op.cit hal 165
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3. Tidak melakukan suatu tindakan atau prakick diskriminasi terhadap wanita, dan
untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dn lembaga-lembaga negara
akan bertindak sesuai dengan kewajiban

4. Membuat peraturan yang tepat untuk mengubah dan menghapuskan undang-
undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang ada
vang merupakan diskriminasi terhadap wanita,

Pada umumnya para warga masyarakal mempunyai pandangan bahwa hukum
vang diterapkan menurut apa vang terumus di dalamnya akan membawa keadilan
Bila terhadap hukum diadakan analisa kritis, akan terungkap bahwa hubungan antara
hukum dan keadilan tidak begitu kausal sifatnya, hukum tidak tidak dapat di lepaskan
dari proses pohink yang berlangsung ketika hukum di buat. Berbagai kepentingan
tertentu aklmmya di menangkan sehingga akan terlindungi dalam rumusan hukum,
atau terjadi semacam “dagang sap” sehingga ketentuan hukum vang akhirnya
dirumuskan merupakan kompromi dari mlai-nilai yang di perjuangkan oleh
golongan-golongan yang mempunyai kepentingan untuk terintegrasi ke dalam aturan-
aturan yang hendak disusun, hanya dapat di simpulkan bila proses pembuatan hukum
itu dikaji dan produk vang di rumuskan di analisis'’

Masyarakat kita bersifat patnarkis, atau masyarakat dimana laki-laki dominan
sifatnya, sehingga ketentuan-ketentuan hukum dalam proses penyusunannya banyak
vang mengandung bias terhadap perempuan, atau yang menjadi ukuran penentu
adalah penilaian laki-laki. Sebagai contoh perumusan dalam KUHP pasal 297, yang
menyangkut masalah kekerasan terhadap perempuan dalam pasal ini mengasumsikan
perempuan sebagai manusia lemah dan diparalelkan dengan posisi anak laki-laki dan
juga mengasumsikan suami merupakan pelindung perempuan sementara istri
berkewajiban untuk selalu patuh pada kehendak seksual suamm, Dalam pasal; 285
menyebutkan™ barang siapa dengan kekerasan memaksa persetubuhan dengan
scorang perempuan bukan istrinya, ia akan di tuntut dengan perkosaan”. Definisi

tentunya tidak mengklasifikasikan perbuatan perkosaan dalam ikatan perkawinan

1 O ihromi” hukum jender dan diskriminasi terhadap wanita” dalam Penghapusan diskriminasi
terhadap wanita 1o thromi el al Alumni Bandung 2000 hal .68
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(suami terhadap istri) sebagai kejahastan Perkosaan suami terhadap istri (martial
rape) sampai saat ini masih belum dianggap sebagai kejahatan. Demikian pula
kekerasan seksual terhadap anak (incest) masih di kategorikan sebagai perbuatan
cabul (bukan perkosaan)' dan dengan demikian sanksi hukumnya pun lebih ringan
dibadingkan dengan perkosaan.

lLemahnya posisi perempuian dalam hukum jga dapat dilihat pada UU
perkawinan no | tahun 1974. UU imi memperlihatkan sikap pemerintah yang mendua,
disatu pihak mengakwi legal capacity (ketentuan hukum) kaum perempuan ( istn),
Namun disisi lain menguatkan sex role (peranan ) dan gender stereotype perempuan
dan laki-laki dengan membagi secara kaku peran perempuan di sektor privat
(domestik) dan peran laki-laki di sektor publik, vang menciptakan suami adalah
kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, suami wajib memberi nafkah dan
istri wajib mengurus rumah tangga, UU ini juga memberikan hak pada suami untuk
melakukan poligami meskipun harus dengan 1zin pengadilan dan persetujuan istri
serta dengan alasan secara definitif ditentukan oleh UU", Ketentuan tentang poligami
int jelas menunjukkan posisi subordinat perempuan dihadapan laki-laki.

Dalam UU kewarganegaraan no 62 tahun 1958, pemerintah menetapkan apa
yang di kenal sebagai doktrin kesatuan hukum ( one person in the law doctrine)
dimana suami atau bapak adalah acuan utama vang di gunakan untuk menentukan
kewarganegaraan anak-anaknya™’, Dari contoh berbagai aturan diatas, Jelaslah bahwa
akses perempuan terhadap keadilan sangatlah terbatas karena pada umumnya
hukumnya sendin sudah tidak adil. Dengan rumusan hukum seperti diatas prinsip “
equality before luw “(kesetaraan dalam hukum) bagi perempuan adalah sebuah hal
yang masih perlu diperjuangkan.

¥ Rita serena kalibonso, kejahatan itu bernama kekerasan dalam rumah tangga, Y1Pedisi 26, Jakarta
2001, hal 15
¥ Rahmat safaat, penegakan HAM, perlindungan perempuan dan judicial review, dalam makalah
seminar iimiah PNMIT X1LUNAIR oktober 2000 hal 3
20 =

thid
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3.2 Kebangkitan Gerakan Perempuan Indonesia
Crerakan perempuan Indonesia telah melalui sebuah perjalanan yang panjang.

Jauh sebelum Indonesia merdeka telah muncul sosok-sosok pribadi dan organisasi-
organisasi perempuan vang tumbuh juga bergelut mencari upaya untuk memperbaiki
keadaan perempuan dan mengubah tatanan vang menyebabkan perempuan tertindas.
Dari masa penjajahan Belanda abad 19 sampai awal abad 20, pergerakan perempuan
di Indonesia dibuka oleh pikiran-pikitan Kartim vang dituangkan melahn surat-
suratnya kepada teman-temannya beberapa perempuan Belanda yang progresif seperti
Ny Abendanon, Stella zeehandelar *'. Perjuangan ini kemudian di teruskan oleh Dewi
sartika di Bandung dan perempuan lain yang bertujuan untuk memajukan kehidupan
perempuan Indonesia.
3.2.1 Gerakan Perempuan Indonesia sebelum Orde Baru

Gerakan perempuan Indonesia dimulai oleh semangat Kartini. Sebagian besar
unsur gerakan perempuan Indonesia pada masa scbelum perang keanggotaan
perakannva berasal dari kalangan atas, vang menekankan pada pendidikan
perempuan . Motivasi utama dalam pergerakan perempuan pada masa itu adalah
faham tentang kedudukan perempuan didalam perkawinan dan kehidupan keluarga,
seperti kasus kawin paksa, poligami kekuasaan yang terbatas oleh laki-laki, adat yang
mengharuskan perempuan tidak boleh meninggalkan rumah. Keburukan-keburukan
tersebut mempunvai satu sebhab yaitu masih kurangnya pendidikan untuk perempuan
pada masa itu. sehingga pendidikan merupakan titik tekan perjuangan™

Seiring dengan berjalannya sejarah Indonesia, organisasi perempuan pertama
secara resmi berdiri di Jakarta tahun 1912 yaitu “poefri mahardika™ dengan bantuan
Budi Utomo. Organisasi ini memberikan advokasi pendidikan kepada perempuan dan
mendorong perempuan muncul di masyarakat, menghapuskan perasaan, ketidak

beraniaan, ketakutan dan mengangkat posisi perempuan sejajar dengan laki-laki
" Kampas 20 april 1997, hal -9

* Saskia Wieringa * kuntilanak wangi organisasi-organisasi perempuan Indonesia sesadah 19507,
Kalyanamitra jakaria 1998 hal:9



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

42

Orgamisasi in1 juga menerbitkan mingguan yang pada terbitan pertamanva pada tahun

1913 memuat artikel mengenai perkawinan anak-anak dan poligami*’. Dalam tahun-

tahun berikutnya berdin perkumpulan-perkumpulan perempuan seperti: Keutamaan

Istri, yang tujuannya mengadakan sekolahan untuk perempuan, sekolah-sekolah

kartini, pawiyatan wanito (Magelang 1915), Wanito susilo (Pemalang 1918) . Wanito

Hadi ( Jepara 1925)%

Pada masa tahun 1920-1930, pergerakan perempuan mulai menunjukkan hasil
dalam usahanya yang ditandai dengan banyaknva perkumpulan-perkumpulan
perempuan dan perempuanpun lebih bersedia dan cakap untuk menjadi bagian dari
perkumpulan-perkumpulan. Hal 1m  disebabkan oleh kesempatan belajar vang
semakin terbuka luas dan bukan hanya untuk kalangan atas saja® Perkumpulan
perempuan pada masa im terklasifikasi menjadi tiga bagian, diantaranya yaitu®’:

I. * Bagian wanita” pergerakan laki-laki, diantaranya vyaitu: © bagian wanita “
PKI ( Partai Komunis Imdonesia), yang pada kongresnva di Jakarta tanggal 7-10
Juni 1924 menyediakan satu hari penuh untuk membicarakan gerakan wanita
komumis. Yang membicarakan kewajiban kaum wanita dalam perjuangan
menentang kaum modal, ** bagian wanita™ SI ( Sarekat Islam), yaitu wanudijo
utomo, Sarekat perempuan Islam Indonesia ( SPIl ),yang menekankan
pergerakannya pada penolakan praktek poligami, “ bagian wanita”
Muhammadiyah, vyaitu Aisiyah yang menekankan pada penolakan prakiek
poligami dan menentang perempuan yang memakai pakaian dengan adat barat
karena dianggap bertentangan dengan 1slam.

Td

Perkumpulan kaum ibu, diantaranya: Wanito utomo, Wanito katohk
(yogyakarta), Putri budh sejati (Surabaya) , vang menekankan pada pendidikan

kewanitaan”

* pringgodigdo, Scjarah pergerakan rakvat Indonesia, Dian Rahayu Jakarta 1994 hal 22
* kompas 20 april 1997

" Pringgodigdo op.cit hal 23

* Pringgodizgdo op.cit hal. 110

" Pringgodgdo op.cit hal 112
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3, Organisasi pemudi-pemudi terpelajar, seperti Puteri Indonesia, Jong-islamisten-
bonddames-afdeling, Jong java bagian gadis-padis, organisasi wanita taman siswa.
Ciri dari organisasi perempuan pada masa ini masih bersifat kedaerahan dan

kegitannya masih berkutat pada masalahnya sendiri-sendiri, baru setelah adanya

kongres perempuan Indonesia nasional yang pertama Desember 1928 di Yogyakarta,
diselenggarakan oleh wakil-wakil ketiga jenis perkumpulan wanita ( Wanito utomo,

Puteri Indonesia, ** bagian wanita * Sl dan Muhamadiyvah ) yag bertujuan untuk

mempersatukan cita-cita dan usaha untuk memajukan wanita Indonesia dan juga

mengadakan gabungan Antara perkumpulan-perkumpulan wanita, yang menitik
beratkan pada masalah perkawinan dan kehidupan keluarga, poligami, sedangkan
masalah politik tidak dibicarakan pada kongres ini”*. Pada kongres ini telah
disepakati untuk mendirikan gabungan perkumpulan wanita dengan nama Perikatan

Perempuan Indonesia (PPl), tujuannya memberi penerangan dan perantara kepada

perkumpulan yang tergabung di dalam PPI dan memberikan “Study Fonds™ untuk

anak-anak perempuan yang pandai tapi tidak mampu. mengadakan kursus-kursus
kesehatan, menentang perkawinan anak-anak, dan pada saat itu juga di sepakati untuk
mengadakan tuntutan kepada pemerintah diantaranyas vaitu™:

Penambahan sekolah untuk anak-anak perempuan
b. Supaya pada waktu nikah di berikan keterangan tentang taklik (janji dan syarat-

syarat perceraian )

¢. Diadakan peraturan sokongan untuk janda-janda dan anak-anak piatu pegawai

negen Indonesia.

PPl mengadakan kongresnya di Jakarta pada tahun 1929 pada kongres tersebut
dibicarakan mengenai tempat dan kewajiban wanita dalam kehidupan sosial dan
ekonomi, dalam perkawinan dan kehidupan keluarga, tentang poligami dan kawin
paksa"’. Selanjutnya nama gabungan di ubah menjadi Perikatan Perempuan Isteri

* Pringgodigdo op.cit hal 112
* Pringgodigdo op.cit hal. 113
" Saskia wieringa op.cit hal 12
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Indonesia (PPII), agar lebih nampak bahwa bukannya suatu persatuan (uni) tetapi
gabungan perkumpulan-perkumpulan ( federasi) dalam anggaran dasarnya memuat
tujuan-tujuan mengadakan hubungan diantara perkumpulan-perkumpulan wanita,
untuk memperbaiki nasib dan derajat wanita Indonesia, dan tidak mencampuri urusan
politik dan agama’'.

Pada masa selajutnya sekitar tahun 1930 , perkumpulan perempuan vang berdiri
adalah ™ Istri Sedar” yang dipandang paling radikal pada masa itu. Organisasi ini
tidak mau berkompromi mengenai masalah-masalah poligami dan perceraian, vang
menimbulkan perbedaan mendalam diantara organisasi-organisasi perempuan islam’".
[sti Sedar berpendapat bahwa untuk bangsa yang di jajah untuk lekas mendapat
kemajuan bangsa, kaum wanita harus berdin sejajar dengan kaum laki-laki dalam
pembangunan bangsa dan kewajibannya vang istimewa adalah mendidik anak
menjadi penerus bangsa’ . Dalam kongresnya Juli 1932 tujuan Istri Sedar dijelaskan
lagi, 1alah menuju kearah penghargaan sama dan peri kedudukan sama antara laki-
laki dan perempuan untuk mempercepat memperoleh kemerdekaan Indonesia. Setelah
kongres im banyak terbentuk cabang-cabang Istri Sedar seperti di Bandung, Jakarta |
Surabaya, Bogor, Cirebon dan Tegal Pada kongresnya yang kedua Juli 1937 Istri
Sedar dengan ferus terang menyatakan persetujuan dengan rancangan peraturan
pencatatan sukarela perkawinan yang perkawinannya belunm di tetapkan dalam UU
negeri-.

Kongres perempuan nasional berikutnya diadakan di Jakarta, pada kongres ini
terbentuklah “ Kongres Perempuan Indonesia” (KPI) dan dengan demikian PPII
dibubarkan. Perhatian tertentu ditujukan kepada kaum perempuan dari golongan

miskin, tetapi keangotaannya masih berasal dan lapisan atas dan tuntutan yang

1 Pringodigdo op.cit hal | 14
** Saskia Wieringa op.cit hal 12
* Pringgodigdo op.cit hal 196
** Pringeodigdo op cit hal 199
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disuarakan pun sebagian besar masih diarahkan pada kepentingn perempuan
solongan atas™.

Perkumpulan perempuan lain yang tumbuh pada masa ini diantaranya adalah, lstri
Indonesia yaitu perkumpulan perempuan vang timbul karena terdorong oleh
keinginan untuk mempersatukan organisasi-organisasi yang sama atau hampir sama.
Agar terbentuk tenaga yang lebih kuat, maka beberapa perkumpulan wanita kecil-
kecil yang semuanya tidak berdasarkan agama dalam bulan Jumi 1932
mengpabungkan diri dalam satu organisasi. Pada kongresnya, di Pasuruan 24-28
Desember 1943 memutuskan akan ikut menjadi angota kongres rakyat Indonesia.
Selanjutnya kongres sctuju dengan aksi GAPI “ Indonesia berparlemen *, tetapi Istri
Indonesia tidak akan 1kut secara aktif pada aksi itu. Kepada wanita peranakan diberi
kesempatan untuk menjadi donatur dari perkumpulan Istri Indonesia dan kongres
mengangkat Ny Maria ulfah menjadi ketua™. Putri Budi Sejati adalah perkumpulan
perempuan yang berpusat di Surabaya, vang pada kongres pertamanya Januari 1937 .
ketuanya Ny Sudirman menerangkan bahwa Putri Budi Sejati tidak turut dalam
lapangan politik. tetapi memberi kelonggaran kepada anggotanya ikut bergerak di
lapangan politik. Putusan ini diambil dengan Alasan , bahwa kaum istri berkewajiban
membantu kaum laki-laki dalam usaha kerja politik. Adapun cita-cita Puti Budi Sejati
adalah mempertinggi derajat kaum perempuan dan tidak membedakan agama . Dalam
kongresnya yang kedua Putri Budi Sejati mengeluarkan dua tuntutan vaitu’ '

. Untuk mendirikan sekolah sesuai dengan kebutuhan dan diharapkan adanya
dukungan pemerintah dalam usaha pemberantasan buta huruf
2. Mengajukan didirikannya taman kanak-kanak nasional |
Salah satu organisasi perempuan yvang paling besar dan berpengaruh dalam
sejarah Indonesia pada waktu sebelum orde baruadalah GERWANI (Gerakan Wanita

** Saskia wieringa op.cit hal 12
“Pringodigdo op.cit hal 204
“"Pringgodigdo op.cit hal 205
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Indonesia). Pada awalnya GERWANI berasal dari gerakan Wanita Sedar ( GERWIS)
vang didirikan tahun 1950 dengan anggota hanya 500 orang perempuan, para
anggotanya pada umumnya berpendidikan tinggi dan berkesadaran politik Pada
kurun waktu 1954 GERWANI mengambil peranan aktif dalam kampanye-kampanye
untuk Pemilu Parlementer dan berhasil 4 orang anggotanva terpilih dalam Pemilu
1955 Kegiatan GERWANI sangat progresif diantaranya adalah kampanye
pemberantasan buta huruf yang dimulai pada tahun 1955  sckaligus mendidik para
peserta mengenai masalah-masalah pohtik yang hangat pada masa itu, menuntut
perubahan UU Perkawinan yang lebih demokratis, menuntul hukuman vang berat
untuk perkosaan dan penculikan dan kegatan-kegiatan sosial ekonomi untuk kaum
tani dan buruh perempuan. GERWANI juga menerbitkan dua majalah vaitu Api
Kartini dan berita GERWANT "

Adanya keterkaitan antara GERWANI dan PKI sebenarnya tidak ada
hubungan yang jelas, hanya saja pada awalnya GERWANI menggalang kampanye-
kampanye politk terpenting vang dilancarkan PKI dan hubungan adanya
keanggotaan rangkap PKI dan GERWANI. Tetapi tidak ada suatu data resmi vang
menyebutkan bahwa GERW ANT menjadi bagian perempuan PK1. "

Gerakan perempuan di Indonesia telah melalu sebuah perjalanaan panjang,
jauh sebelum Indonesia merdeka telah muncul sosok-sosok individu dan organisasi-
organisasi yang tumbuh juga mencari upaya untuk memperbaiki keadaan perempuan
dan mengubah taanan yang menyebabkan perempuan tertindas. Hal ini menunjukkan
partisipasi politik perempuan pada masa sebelum Orde Baru mengalami peningkatan,
yang dapat di lihat dari beberapa usaha serta perubahan-perubahan vang dilakukan

oleh gerakan perempuan pada masa itu.

** Saskia wieringa “penghancuran gerakan perempuan Indonesia” Arba budaya , Jakarta 1999, hal 183
** Ibid, hal 184
" ibicd hal. 186
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322 Gerakan Perempuan Indonesia Masa Orde Baru

Orde Baru menunjuk pada negara dan pemerintahan yang dikepalai oleh
presiden Soeharto yang dibentuk setelah kudeta berdarah pada bulan Oktober 1965
dan berakhir 21 Mei 1998 ketika Socharto lengser,"’ Rezim Orde Baru secara terus
menerus mempropagandakan komunis adalah amoral dan anti agama serta penvebab
kekacauan Kampanye ini pada gilirannya telah berhasil mendeskreditkan PKI dan
komunis, kampanye 11 juga memuat aspek gender dalam propagandanya, dengan
menyatakan dan menyebarluaskan keterlibatan anggota-anggota GERWANI dalam
pembunuhan di Lubang Buaya dengan menggambarkan mereka sebagai perempuan-
perempuan har dan amoral. Hal ini sangat jelas menunjukkan bagaimana rezim Orde
baru berusaha mengaitkan antara komunisme dan tingkah laku liar dan amoral darn
anggota-anggota GERWANI dengan menunjukkan bahwa komumisme telah
menuntul perempuan untuk bertindak di luar kodratmya, oleh karena itu komunis
harus dihancurkan dan peremuan harus dikembalikan ke rumah kembali schingga
masyarakal dapat diselamatkan. Kepercavaan semacam itulah yang nmenjadi batu
pijakan bagi politik gender Orde Baru yang dikembangkan sepanjang tahun
berikutnya** Orde Baru mengkonstruksikan sebuah “ideologi gender” vang
mendasarkan din pada “ibuisme”, sebuah paham vang melihat kegunaan ekonomi
perempuan sebagai bagian dari peranannya sebagai tbu dan berpartisipasi. Perempuan
dalam hal politik dianggap sebagai hal yang tak layak. Politik gender imi
termamfestasi dengan jelas dalam dokumen-dokumen negara seperti GBHN, UU
Perkawinan No. 1/1974 dan Panca Dharma Wanita.*

Dalam usaha untuk memperkuat politik gender tersebut, pemenntah Orde
Baru merevitalisasi dan mengelompokkan organisasi-organisasi perempuan yang

berafihasi dengan departemen pemenntah pada tahun 1974, Organisasi-organisasi ini

"' Siti aisiyah, orientasi dan stratez pergerakan wanita Indonesia, dalam wacana perempuan dalam ke
indonesiaan dan kemodeman , PT Pustaka CIDE SINDO, Yogyakarta 1998 hal. 203

" Yanti muchtar, Gerakan perempuan di Indonesia, dalam gerakan perempuan sedunia, YIP edisi 14,
Jakarta 2000, kal 11

© Ihicd
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membantu pemerintah dan menyebarluaskan ideologi gender. Pengelompokan
pertama, adalah Dharma Wanita untuk para istri pegawai negeri. Pengelompokan
kedua, adalah Dharma Pertiwi untuk para 1stri yang suaminya bekerja di militer dan
kepolisian. Pengelompokan ketiga, adalah pembinaan kesejahteraan keluarpa (PKK)
untuk peremuan di Indonesia khususnya di pedesaan. Melalui ketiga organisasi ini,
Orde Baru mengontrol perempuan Indonesia di seluruh bagian masyarakat dan
menguatkan subordinasi perempuan. Sebagai contoh PKK mempromosikan Panca
Dharma Wanita yaitu: perempuan schagai pendamping setia suami. berguna bagi
bangsa, mendidik anak, pengelola tumah tangga dan anggota masyarakat yang
l::rlt:rguna.J"t

Politik gender ini telah diwamai oleh pendekatan Women In Development
(WID) sejak tahun 1970-an, Imi dapat dilihat dan rencana pembangunan lima tahun
kedua (REPELITA II) yang menekankan pada “ partisipasi populer “ dalam
pembangunan dan mengkonsentrasikan pada perempuan agar lebih terlibat dalam
proses pembangunan. Kecenderungan WID untuk mendefinisikan masalah-masalah
perempuan dalam kerangka kebutuhan dasar keluarga ternyata cocok dengan ideologi
ibmsme sehingga WID im1 dengan mudah diterima dan diadopsi pemerintah Orde
baru." Pada Orde Baru (ORBA) partisipasi perempuan mengalami penurunan yang
sangatl drastis, apabila di bandingkan dengan partisipasi yang telah dirintis oleh
gerakan perempuan pada wakiu sebelumnya. Sehingga pada masa Orba 1 telah
terjadi adanya pengkerangkakan perempuan Indonesia sebagai sebuah kelompok
homogen yang apolitis dan mendukung peraturan otoritarian, memusnahkan gerakan
perempuan yang progresif dan juga mengontrol serta memarginahsasikan perempuan

di seluruh lapisan masvarakat Indonesia,

 siti aisiyah op.cit hal 12
" Siti aisivah op.cit hal 299
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3.2.3 Gerakan Perempuan Indonesia Pasca Orde Baru

Masa pasca ORBA adalah masa setelah lengsernya Soeharto pada tanggal 21
Mei 1998 sebagai presiden. Sejak saat itu dimulai suatu tatanan yang disebut dengan
“Orde Reformasi”. Pada masa ini gerakan perempuan menunjukkan geliatnya setelah
lepas dan aturan-aturan vang sangat represif dari rezim ORBA. Pada umumnya
organisasi-organisasi perempuan berbentuk organisasi non pemerintah (LSM).
Bidang kegiatan vang dilakukan oleh perakan perempuan pada masa reformast mi
bergerak pada bidang yang kompleks. yang menyangkut kehidupan perempuan secara
keseluruhan, baik ekonomi, sosial budaya dan politk dengan mempunyai satu
kesamaan besar vyaitu “pemberdayaan” yang berusaha untuk meningkatkan
kapabilitas perempuan Indonesia agar mampu berkiprah di dunia publik. Model
gerakan lain yang dilakukan dalam perakan perempuan vaitu dengan pendampingan,
seperti pendampingan korban kekerasan di Aceh, pengungsian di dacrah konflik,
advokasi keluarpa korban krisis ekonomi dan sebagainya. *®

Terdapat beberapa klasifikasi gerakan perempuan Indonesia yang mempunvai
keanckaragaman gerakan antara lain'’;
-Bersifar  sosialis. yang mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat vang egaliter,
adil dan emansipasif, terutma antara laki-laki dan perempuan _ vang percava juga
dengan cara turun jalan dapat mengatasi persoalan ketidakadilan.
-Bersifat hrumanis: yailu dengan melakukan gerakan yang bersilal kemanusiaan, misal
dengan gerakan lingkungan ( ckologis), gerakan perjuangan hak azasi manusia dan
lain sebagainya,
-Bersifat humanis progresif. yaitu dengan melakukan gerakan advokasi terhadap
pemindasan HAM . misal pembelaan terhadap kaum buruh, petami nelayan, buruh
perempuan dengan gaji kecil dan tidak dapat cuti hamil.

* Dian lrawati, “Cierakan Perempuan Dalam Transisi Demokrasi”, Suara Pembaharuan, 26 Agustus
2000, hal 8-9

7 Gerakan Perempuan Dalam Perspekrif Ideologis. Analisa 24 Juni 1993
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Fokus utama dari beberapa gerakan perempuan Indonesia saat im adalah
penguatan partisipasi perempuan, dalm hal im di tekankan pada perjuangan
keterwakilan perempuan Indonesia dalam bidang politik, beberapa gerakan
perempuan yang ada saat ini yaitu: ™"

1. Kaukus perempuan, Didiritkan pada tanggal 17 Agustus 2000, dan mempunyai
agenda mendesakkan di terapkannyva Affirmatif Action yang dilakukan lewat
partai-partal politik. Pendirian kaukus perempuan ini dipelopori oleh (ujuh parta
besar yaitu: PD1.PBB, PK, PAN . dan PKB yang saat ini telah meluas menjadi 16
partai dan juga mempelopori pembentukan kaukus perempuan didaerah-dacrah
seperti; Yogyakarta, Manado, Balik papan, Medan dan Surabaya

2. Gerakan perempuan dan politik. Terbentuk pada 22 November 2000.dan
jarngan i dipelopori oleh ICWIP (Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam
Politik). Koalisi perempuan, GPSP, Kaukus perempuan dan akademisi dari
Universitas Pancasila. Saat ini jaringannya telah menghimpun 25 LSM, organisasi
massa, dan akademisi,

3. Koalisi perempuan, vang disahkan pembentukannya pada kongres perempuan di
Yogyakarta Desember 1998, Saat ini memiliki lebih dari 1000 anggota dan
memiliki jaringan di berbagai daerah. Kegiatan utama yang berkenaan dengan
pemberdavaan perempuan dan politik dilakukan lewat berbagai kegiatan sepeti:
pendidikan politik dengan kelompok sasaran di tingkat “ Grass roor’( akar
rumput), serta aksi advokasi kebijakan publik dilakukan melalui kegitan
mengkritisi dan memberi masukan dalam amandemen UUD 1945 terutama
mengenal konsep HAM.

4. Gerakan Perempuan Sadar Pemilu (GPSP). Saat ini kegiatannya lebih banyak
tefokus pada isi pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good gouvernance)
dan otonomi daerah serta persiapan Pemilu 2004, Dalam kerangka tersebut, GPSP
menggelar seminar, diskusi dan penyuluhan di berbagai daerah di Indonesia, juga

* Ani w Soetjipto , Affirmatif action untuk perempuan di parlemen, dalam panduan parlemen di
Indonesia | vavasan APL, Jakarta, hal 249
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aktil melakukan advokasi dan lobi dalam bebagai 1su politik seperti isu pemilihan
presiden secara langsung dan revisi paket UU politik.
Solidaritas Perempuan (SP). Yang berdin padal% Desember 1990. Sejak tahun

i
I-JI

2000 SP mulai bergiat dalam pemberdayaan perempuan di bidang politik.

Pendidikan politik vang di tekankan adalah konsep feminisme yaitu menganut

dasar * The personal 1s politic™

Gerakan-gerakan perempuan diatas menjadikan konsep feminisme sebagai dasar
dan alat analisis, dimana feminisme merupakan suatu faham yang muncul lewat
proses kesejarahan tersendin, yartu berasal dan fakta-fakta adanya ekploitasi antara
kclompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kelompok jemis kelamin laki-laki
merasa lebih superrior daripada kelompok perempuan. Pemahaman seperti ini vang
menjadi titik tolak perjuangan’’. Gerakan mercka adalah di mulai dengan mengangkat
persoalan-persoalan perempuan dalam transisi masvartakat pertanian dan pluralitas
industri. Dengan mengadakan studi bertemakan perempuan dalan kungkungan
budaya pastriarki, kapitalis dan negara, persoalan perempuan sebagai angkatan kerja,
sepertt TKW, buruh, PRT, petani buruh dan pengenalan konsep gender vang semakin
memperkaya pemahaman tentang persoalan di sekitar perempuan®. Metode gerakan
yvang ditujukan tentang penyadaran gender tidak dilakukan secara * fop down™ (dan
atas ke bawah) dan didasarkan pada kepentingan elil, melainkan didasarkan pada
persoalan yang dihadapi bersama, dan juga dengan gerakan advokasi untuk kelompok
dampingan yang ingin mendapatkan keadilan hukum dengan cara mendamping
mereka secara prosedural melalu tahapan-tahapan hukum yang ada.

Adanya usaha untuk memberdavakan perempuan kelompok marginal oleh
perakan-gerakan perempuan pada masa 1, mewujudkan adanya upava untuk
meningkatkan kembali partisipasi aktif perempuan Indonesia secbagai warga negara.

sebelumnya mengalami penurunan vang diakibatkan adanya rezim Orba vang sangat

* Rebeca Harsono, Gerakan perempuan antara kepentingan perempuan dan politik gender, dalam
sangkan paran gender , Trwan Andullzh, PPK UGM, Pustaka Pelajar , Yogyakarta 1997 hal 282
*' Rebeca harsono op.cit hal 287
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membatasi ruang gerak perempuan. Diharapkan dengan pemberdavaan yang
mencakup seluruh lapisan perempuan Indonesia, partisipasi dan perempuan dapat
dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan oleh para penyelenggara
negara.

o~
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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Posisi yang tidak setara antara perempuan dan laski-laki mengakibatkan pada
perbedaan kemampuan antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hak-haknva
di segala bidang kehidupan. Akibat lebih jauh perempuan tidak memperoleh manfaat
yang sama dari seluruh proses pembangunaan yang selama ini berjalan. Khususnya
dalam peran publik yang menyangkut kegiatan politik, posisi perempuan masih
sangat terpinggirkan. Pemahaman yang berkembang di masvyarakat selama ini adalah
bahwa politik adalah duma laki-laki dan hal ini berakibat pada kebijakan dan
keputusan yang dirumuskan tidak memihak pada kepentingan perempuan, karena
hampir seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan
dan keputusan vang di hasilkan di dominasi oleh laki-lai sebagai perumus kebijakan
dan pengambil keputusan.

Salah satu langkah untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan
dilembaga Lepmslatif adalah dengan kebijakan negara berupa Affirmatif Action
(tindakan khusus sementara) dengan sistem kuota dengan menempatkan sekurang-
kurangnya 30% perempuan duduk di Lembaga pengambilan keputusan. Affirmatif
Action ( tindakan khusus sementara ) dengan sistem kuota tersebut telah memperoleh
landasan historis, filosofis dan yuridis yang sangat kuat di negara kita, Demikian jugg
Indonesia yang telah mengikatkan diri terhadap beberapa konvensi dan kesepakatan
Internasional untuk menerapkan Affirmatif Action (tindakan khusus sementara) dan
diharapkan dengan kebijakan ini dapat semakin meningkatkan partisipasi aktif
perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya, sehingga cita-cita untuk tercapainya
kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dapat terwujud.

Keberhasilan perakan perempuan Indonesia dalam mendesakkan RUU Pemilu
mengenai keterwakilan perempuan dalm lembaga Legislatif sekurang-kurangnya 30

% perempuan harus duduk di lembaga ini menjadi UU, hanyalah merupakan langkah

&8
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awal vang belum tentu member jaminan bahwa bertambahnya jumlah akan
benmplikasi pada lalmmya lebih banyak kebijakan vang memihak kepada
perempuan., karena jumliah 30 % merupakan jumlah minimal vang sebenarnya belum
seimbang dengan jumlah perempuan Indonesia. Perlu adanya usaha yang
berkesinambungan dan terus-menerus diantaranva dengan peningkatan kualitas
perempuan dan juga penciptaan kultur masyarakat dan negara vang memihak

perempuan.

5.2 Saran

Sasaran strategis untuk segera mewujudkan kesetaraan dan meningkatkan
keterwakilan perempuan di lembaga Legislanf adalah melalui kebijakan Affirmatif
Action (tindakan khusus sementara) dengan sistem kuota dengan cara merubah
Undang-Undang Pemilu dengan sistem yang lebih merepresentasikan dan
meningkatkan keterwakilan perempuan dilembapa Legislatif. Adapun sistem yang
paling memberi peluang untuk meningkatnya jumlah perempuan di lembaga
pengambilan keputusan adalah dengan sistem “Representatif proporsional” dengan
menggunakan daftar tertutup. Dengan sistem ini kepentingan perempuan akan lebih
terartikulas) dalam pembuatan keputusan maupun kebijakan di Indonesia.
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Lampiran [l

UNDANG-UNDANG PEMILU TAHUN 2003

BAB VII PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN

DPRD KABUPATEN/KOTA

Bagman Pertama

Persyaratan Calon Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat :

Pasal 60

.

=

e B o

warga negara Republik Indonesia berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau
lebih:

bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Fsa;

berdomusili di wilayah Kesatuan Republik Indonesia;

cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;

setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1975;

bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk
organisasi massanya atau bukan orang vang terlibat langsung ataupun tidak
langsung dalam G30S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan pengadilan vang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

sehat jasmani dan rohami berdasarkan hasil pemeriksaan keschatan dari dokter
yang berkompeten; dan

terdaflar sebagai pemilih.
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Pasal 61
Seorang calon DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat
dicalonkan pada satu daerah pemilihan.

Pasal 62

Calon DPR, DPD, DPRD Propinsii, DPRD Kabupaten/Kota selain harus
memenuhi syarat calon scbagaimana dimaksud dalam pasal 60. juga harus
terdafiar sebagai anggota partai politik peserta pemilu yang dibuktikan dengan
kartu tanda anggota.

Pasal 63

Calon anggota DPD selain harus memenuhi syarat sebapaimana dimaksud dalam

pasal 60, juga harus memenuhi syarat :

a. berdomisili di propinsi yang bersangkutan sckurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
secara berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon
atau pernah berdomisili bersama 10 (sepuluh tahun) sejak usia 17 (tujuh belas)
tahun di propinsi yang bersangkutan;

b. tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun
yang dihitung sampai tanggal pengajuan calon.

Pasal 64

Calon anggota DPD dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional
Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia selain harus memenuhi
syarat scbagaimana dimaksud dalam pasal 60 dan 63 hurul’ @, harus
mengundurkan diri scbagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional

Indomesia, atan anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencalonan
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Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota
Pasal 65

(1)

(2)

(3)

Setiap partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota Calon
DPR, DPD, DPRD Propinsi. DPRD Kabupaten/Kota uniuk setiap Dacrah
Pemilihan dengan memperhatikan  keterwakilan  perempuan sekurang-
kurangnya 30 %,

Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon scbanyak-
banyaknya 120% (seratus dua pulu persen) jumlah kursi yang ditetapkan pada
setiap Daerah Pemilihan.

Pengajuan Calon DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/

Kota scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan

ketentuan

calon anggota DPR disampaikan kepada KPU;
calon DPRD Propinsi disampaikan kepada KPU Propinsi yang bersangkutan: dan

calon DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU kabupaten/kota yang

berangkutan

Pasal 66

d.

calon mendaftarkan diri kepada KPU melalui KPU Propinsi dengan
menyebutkan wakilnya;

calon menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, pasal
63 dan pasal 64 kepada KPU yang batas waktunva ditetapkan oleh KPU.

Pasal 67

(1)

Calon DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang
diajukan Partai Politik Peserta Pemilu merupakan hasil seleksi
secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme
internal partai politik.
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(2)

(4)

(3)

(6]

Partai Politik Phserta Pemilu menyerahkatt Hdama-nama calén
hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta
kelengkapan administrasi calon kepada KPU Propinsi, KPU
Kabupaten /Kota yang batas waktunya ditentukan oleh KPU.
Urutan nama calon dalam daftar Calon DPR, DPRD Propinsi,
DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan
disusun oleh KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota
berdasrkan nomor urut yang ditetapkan oleh Partai Politik
Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya.

Urutan nama calon dalam daftar calon anggota DPD untuk
setiap Daerah pemilihan disusun oleh KPU.

Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pemungkutan suara,
KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota sudah menetapkan
dan mengumumkan nama calon anggota DPR. DPD, DPRD
Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah
pemilihan.

Prosedur, format kelengkapan administrasi, dan tata cara

pengajuan daftar calon ditetapkan oleh KPU.

Pasal 68

(1)

Partai Peserta Pemilu yang diajukan calon anggota DPR, DPD,
DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten /Kota wajib menyerahkan :
Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pempinan partai
politik sesuail dengan tingkatannya;

Surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota DFR, DPD,
DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota;

Daftar riwayat hidup calon;

Surat pernyataan bertempat tinggal yang ditandatangani oleh

calon yang bersangkutan:
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(2)

(3)

(4)

(3)

Fotocopy tanda bukti penyerahan daftar kekayaan yang dimiliki
setiap calon dari instansi yang berwenang kepada KPU: dan
Surat-surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60
dan pasal 62.

Perseorangan yang mencalonkan diri sebagai calon DPD wajib
menyerahkan :

Surat pencalonan bermaterai cukup dan ditandatangani oleh
yvang bersangkutan;

Daftar riwayat hidup;

Surat pernyataan bertempat tinggal vang ditandatangani p;eh
calon vang bersangkutan;

Foto copy bukti penyerahan daftar kekayaan vang dimiliki dari
instansi yang berwenang kepada KPU;

Keterangan/ data berkenaan dengan dukungan pemilih
sebagimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2); dan
Surat-surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal
60, pasal 63 dan pasal 64.

Format pengisian data calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan avat (2) ditetapkan oleh KPU

Nama calon beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada :

KPU untuk calon anggota DPR dan DPD

KPU Propinsi untuk calon anggota DPRD Propinsi

KPU Kabupaten/Kota untuk calon anggota DPRD Kabupaten/
Kota

Penelitian terhadap kelengkapan dan penetapan atas
keabsahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2] disampaikan kepada :

KPU untuk calon anggota DPR dan DPD

KPU Propinsi untuk calon anggota DPRD Propinsi
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(6]

KPU Kabupaten/Kota untuk calon anggota DPRD Kabupaten/
Kota

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai penelitian
kelengkapan dan data calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota
menyampaikan hasil penelitian kepada pengurus Partai Politik
Peserta Pemilu dan calon perseorangan anggota DPD.

(7) Apabila seorang calon ditolak karena tidak memenuhi syvarat

calon sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), penolakkannva diberitahukan secara
tertulis kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dan
kepada calon perseorangan DPD untuk diberi kesempatan
melengkapi danj/atau memperbaiki syarat calon atau

mengajukan calon lain bagi Partai Politik Peserta Pemilu.

(8) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki syarat

calon lai dilakukan selambat-lambatnya 14 (empt belas) hari
setelah pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada

avat (7) diterima.

Pasal 69

(1)

(2)

Nama calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 60, pasal 62, pasal 63, pasal 64, pasal
67 dan pasal 68 ditetapkan dalam rapat pleno KPU, KPU
Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD
Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara/Lembaran
Daerah dan dipublikasikan melalui media massa.
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(3] Kerentuan lebih lanjut mengenai cara dan jadwal waktu
pencalonan anggota DPR, DFD, DPRD Propinsi, DPRD
Kabupaten /Kota ditetapkan dengan keputusan KPU,

Pasal 70

Jenis, bentuk dan ukuran formulir untuk keperluan pencalonan
anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota
ditetapkan dengan keputusan KPU
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LampirhlVISI PEREMPUAN DAN PEMILU

l. PROGRAM KERJA (2001—2003)

Ada dua bidang kegiatan wama, yaitu -
o Bidang Risct, Senunar, Publikasi dan Dokumentasi

0 Bidang Advokasi

BIDANG KEGIATAN RISET. SEMINAR, PUBLIKASI DAN

DOKUMENTASI

~ RISET DAN SEMINAR
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Divisi Perempuan dan Pemilu dalam bidang riscr

dan seminar sepanjang tahun 2002 melipuli

Astan Study Visit adalah sebuah program studi banding yang dilakukan atas kerjusama
CETRO dengan IDEA International, Tujuannya adalah untuk mempelajan xererwakilan
politik perempuan di tiga negara Asia. vaitu : India, Thailand dan Filipina dan
signifikansinya bagi Indoncsia sekarang ini.

Substansi materi dari studi banding ini adalah ;

L. Menmingkatkan keterwakilan perempuan dalam politik melalui proses pemilihan

umum dan amandemen konstitusi,

o8 }

Memperkuat keterwakilan politik perempuan

')

Meningkatkan jaringan hubungan antara organisasi politik tormal dengan CSO (Civil

society Organizations).

Konferensi Nasional pada tanggal 24 September 2002 vang disclen rparikan di Hotel
P Lg P JRNE ik

Mulia yang merupakan tindak lanjut dari Asian Study Visit. Kontferensi mi melibatkan

para pakar dari dalam dan luar negeri, park wklivis perempuan, akidemisi, wartawan,

anggota DI'R dan anggota partai politik—untuk membahas ke-3 substansi materi di atas,
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Provincial Workshops vang juga merupakan kewmalan folfow-up dart Asian Stadv Visit
diadakan di dua wilavah, yain !
= Medan (Indonesia Bagiun Barat)

*  Makassar {Indonesia Bagan Timur)

Hasil dart dua kegiatan yang terakhir adalah berupa rencana akst bersuma yang sedang

disusun dan dilaksanakan oleh para peserta vang terlibar didaiamnyva.

= PUBLIKASI
Dn bidang publikasi, kematan yang dilakukan oleh Divisi Perempuan dan Pemilu antara
lain
Berpartisipasi dalam penerbitan buku yang berjudul *Perempuan di Parlemen : Bukan

Sekedar Jumlah, (Swedia @ International 1DEA 200" vang  beris

et -

tentang
memperkuat keterwakilan politik perempuan dengan mengangkat Indonesia sebaga studs

kasus, dan sudah diterbitkan tahun 2002

Penyusunan dan diseminasi dari Laporan Data dan Fakta empiris wentang keterwakilan
politix perempuan dalam rangks peringatan Han Perempuan Internasional pada tangail
& Maret 2002 di Jakara.

Penyusunan dan penerbitan feafler vang berisi tentang signifikansi dan  manfaal
meningkatnys Keterwakilan politik perempuan di Indonesia. Program ini meripasan

kerjasama CETRO dengan The Asia Foundation,
~ 0 G.ﬁl L'I J"‘f.E NTASR]
Pengumpulan artikel-artikel dan berita dari suratkabar serta mujaluh vang menvangkut

keterwakilan politik perempuan untuk penyusunan kliping.

Pengumpulan jurmal dan buku mengenai keterwakilan politik PIETCITI PULLT
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BIDANG KEGIATAN ADVOKASI

Adalah bidang vang menjalankan fungsi advokasi densan menckansan pentinenyi

keterwakilan poliik perempuan di dalam lembaga legislast Terutama vung: berkatlin

dengan paket LU Politik  vang sedang dan akan dibahas puda mass lemislas] tahun

2002—2003,

Paket UL Politik itu sendiri terdiri dari -

| RUU Partai Politik yang sudah disahkan menjadi UU Politik

2. RUL Pemiln

3. RUU tentang Susunan dan Kedudukan DPRD Tk, | dan 1L DR DPR, MPR-RI
(Susduk)

&

RUU tentang Pemilihan Presiden Langsung (PPL)

Bidang advokasi juga melakukan kerjasama dengan Koabist Ormop. dimang CETRO
menjadi salah saw anggotanya, terutama dengan Solidartas Perempuan (5P dan
Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuian (GPSP). Kerjasama untwk kegiatan sdvokas:
juga dilakukan denpan para mitra lokal maupun nastonal, seperti Kaukus Perempuan
Parlemen, Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Solidaritas Perempuan Anging Mamin

dan HAPSAR|

Walaupun perjuangan memasukkan kuota minimum 30 % bagi keterwakilun perempuan
dalam UU  Partai Polittk tidak berhasil, namun CETRO menganggap  adanyva
minderheidsnota  (minority  note) vang secara  khusus mempersoalkan  tidak
dicantumkannva kuota mintmum 30 % bagi keterwakilan perempuun dalam parta politk
adalah  suatu keberhasilan awal di dalam usaha sosialisasi keterwakilan  politik

perempuan di dalam wacana dan kesadaran publik.

Kegiatan yang sekarang sedang dilakukan oleh biding kegiatan advokasi suat ini adalah
advokasi untuk RUU Pemilu. Salah satu cara ving dilakukan adalah Kampanye melalus
media cetak dan media elektronik, Kampanve melaluwt medin clektronik  dilakukan

meialul fakkshow, sememtara melalul media cetak antara lain dengan penulisan-penulisan
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artikel. Kedua benuk kampanye mi letap dilakukan dalam  konwekes Keterwnkilan

perempuan di Indonesia dan RUU Pemily

Il. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2003

BIDANG _ KEGIATAN RISET, SEMINAR. PUBLIKASI DAN
DOKUMENTASI

|. Penyusunan darabase miengenar para calon perempuan  potensial yang dapat

dicalonkan sebagui calon anggota legslatit dan cksekutif, balk i tmesut lokal

(kabupaten dan propinsi) maupun tngkat nasionul (pusat)

2. Kerjasama gengan IDEA  Intermasional untuk menmdak lamiu sii konferensi

Nasional dan Provincial Warkshops whan 2002 lulu dalem bentuk progress repart

ey frvia i T i Wad i
dan fFehieorw=iip aary action pliar

BIDANG ADVOKASI

|, Menerbitkan iklan lavanan masyarakat di media cetzk dalam rungka meningkatkan

keterwakilan perempuan di indonesia, khususnva dalam susunan paket UL Polink

< Advokasi melalut kampanve mediy buik cetak maupun elektronik untik RUL

Susduk dan RUU PPL
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